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MOTTO 
 
                            
    
“Dan Barangsiapa berbuat demikian dengan melanggar hukum dan zolim, Maka 
Kami kelak akan memasukkan ke dalam neraka. yang demikian itu mudah bagi 
Allah”. 
(Q.S. An-Nisa‟:30) 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 
 Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas 
Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada 
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 
RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman 
transliterasi tersebut adalah : 
1. Konsonan 
 Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian 
dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf 
serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin 
adalah sebagai berikut:   
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif 
Tidak 
dilambangkan  
Tidak dilambangkan 
ب Ba B Be 
ت Ta T Te 
ث Ṡa Ṡ 
Es (dengan titik di 
atas) 
ج Jim J Je 
ح Ḥa Ḥ 
Ha (dengan titik di 
bawah) 
خ Kha Kh Ka dan ha 
د Dal D De 
ذ Żal Ż 
Zet (dengan titik di 
atas) 
ز Ra R Er 
ش Zai Z Zet 
 
 
ix 
 
ض Sin S Es 
ش Syin Sy Es  dan ye 
ص Ṣad Ṣ 
Es (dengan titik di 
bawah) 
ض Ḍad Ḍ 
De (dengan titik di 
bawah) 
ط Ṭa Ṭ 
Te (dengan titik di 
bawah) 
ظ Ẓa Ẓ 
Zet (dengan titik di 
bawah) 
ع „ain …‟… Koma terbalik di atas 
غ Gain G Ge 
ف Fa F Ef 
ق Qaf Q Ki 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L El 
و Mim M Em 
ن Nun N En 
و Wau W We 
ي Ha H Ha 
ء 
Hamz
ah 
...ꞌ… Apostrop 
ي Ya Y Ye 
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2. Vokal 
Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
a. Vokal Tunggal 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 
harakat, transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama 
Huruf 
Latin 
Nama 
 Fathah A A 
 Kasrah I I 
 Dammah U U 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transiterasi 
1. ةتك Kataba 
2. سكذ Żukira 
3. ةهري Yażhabu 
 
b. Vokal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 
antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu : 
Tanda 
dan 
Huruf 
Nama Gabungan 
Huruf 
Nama 
ي...أ 
Fathah dan 
ya 
Ai a dan i 
و...أ 
Fathah dan 
wau 
Au a dan u 
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Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. فيك Kaifa 
2. لىح        Ḥaula 
 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 
huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut : 
Harakat 
dan 
Huruf 
Nama Huruf dan 
Tanda 
Nama 
ي...أ 
Fathah dan 
alif atau ya 
Ā 
a dan garis di 
atas 
ي...أ 
Kasrah dan 
ya 
Ī 
i dan garis di 
atas 
و...أ 
Dammah 
dan wau 
Ū 
u dan garis di 
atas 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لاق Qāla 
2. ميق Qīla 
3. لىقي Yaqūlu 
4. يمز Ramā 
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4. Ta Marbutah 
Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu : 
a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau 
dammah transliterasinya adalah /t/. 
b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/. 
c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah 
maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لافطلأا ةضوز Rauḍah al-aṭfāl  
2. ةحهط Ṭalḥah 
 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini 
tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama 
dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. اّىتز Rabbanaa 
2.  َل ََّصو Nazzala 
 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu  لا. 
Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang 
yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh 
huruf Qamariyyah. 
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Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan 
sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan 
huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan  kata sandang 
yang diikuti leh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesua dengan aturan yang 
digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf 
Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti 
dan dihubungkan dengan kata sambung. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. مجّسنا Ar-rajulu 
2. للاجنا Al-Jalālu 
 
7. Hamzah 
Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah 
ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di 
akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena 
dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini : 
 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. مكأ Akala 
2. نورخأت Taꞌkhużūna 
3. عىنا An-Nauꞌu 
 
8. Huruf Kapital 
Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, 
tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku 
dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan 
permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka 
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yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal 
atau kata sandangnya. 
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut 
disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, 
maka huruf kapital tidak digunakan. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 حم ام وملىسزلاإ د  Wa mā Muḥammdun illā rasūl 
 
 بز للهدمحنا
هيمناعنا 
Al-ḥamdu lillahi rabbil ꞌālamīna 
 
9. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata baik fi‟il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. 
Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim 
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan 
maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua 
cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 
 ىهن الله نإو
هيقشاسناسيخ 
Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqin 
/ Wa innallāha lahuwa khairur-
rāziqīn 
 
 ميكنا اىفوأف
ناصيمناو 
Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / 
Fa auful-kaila wal mīzāna 
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ABSTRAK 
 
Atika Pradeka Sari, NIM: 152.131.026, “Tinjauan Hukum Pidana Islam 
Tentang Money Politic Pemilukada Di Indonesia”.  
Al-Quran maupun hadist, belum menjelaskan secara spesifik tentang 
bagaimana cara menentukan pemimpin umat ataupun kepala daerah. Pemikiran 
politik Islam berkembang secara luas tak lain karena berbagai peristiwa penting 
sejak Rasulullah hijrah ke Madinah. Pemilukada merupakan sistem pergantian 
kepemimpinan yang demokratis. Akan tetapi setiap pelaksanaannya selalu 
dikotori dengan cara-cara yang tidak beretika. Salah satunya adalah money politic. 
Money politic adalah tindakan memberi atau menjanjikan uang atau materi kepada 
seseorang demi kepentingan politik. 
Penelitian ini bertujan untuk mengetahui bagaimana hukum dan sanksi 
money politic pemilukada di Indonesia dan untuk mengetahui bagaimana tinjauan 
hukum pidana Islam berkaitan dengan hukum dan sanksi money politic 
pemilukada di Indonesia. Untuk mengetahui permasalahan tersebut, penelitian ini 
menggunakan penelitian pustaka (libary research) yaitu penelitian dengan 
mengumpulkan bahan-bahan penelitian dengan referensi buku-buku dan aturan 
hukum yang ada di Indonesia serta dari sudut pandang hukum Islam. Sumber data 
dari penelitian ini data skunder meliputi bahan hukum primer, bahan hukum 
skunder, dan bahan hukum tersier. Analisis data yang digunakan ialah metode 
induktif. Metode induktif ialah teknik analisis yang dilakukan dengan cara 
mengabungkan sumber pustaka yang berkaitan dengan fokus penelitian. 
Hasil penelitian menyimpulkan di dalam hukum positif memandang 
money politic sebagai sebuah tindakan melanggar undang-undang yang mengatur 
tentang pemilukada. Ketentuan Hukum dan sanksi money politic pemilukada 
berupa penjara serta denda. Namun dalam hukum Islam memandang money 
politic sebagai risywah (suap-menyuap). Dalam tinjauan hukum Islam hukum dan 
sanksi money politic pemilukada berupa jarimah ta‟zir karena tidak diatur secara 
jelas dalam nas-nas syar‟i, baik al-Qur‟an maupun as-sunnah. Maka hukum dan 
sanksi merupakan kewenangan pemerintah untuk menentukan. 
Kata kunci: money politic, pemilukada, hukum pidana Islam 
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ABSTRACT 
Atika Pradeka Sari, NIM: 152. 131. 026, “The Contemplation of Islamic 
Criminal Law in Money Politic of Local Leader Election in Indonesia”.  
Al-Quran and Hadits do not explain specifically about how to choose the 
leader of ummah or local leader. Islamic political thinking developed widely 
because of several momentous events when Rasulullah went to Madinah. Local 
leader election is a system of leadership changing democratically. But in 
realization, it was always conducted dishonestly such as money politic. Money 
politic is giving or promising some money or material to somebody to political 
consequence.  
The aims of this research are to know how money politic punishment is 
and to know the contemplation of Contemplation of Islamic Criminal Law in 
Money Politic of Local Leader Election in Indonesia. For knowing that problem, 
this research used library research which is doing research while collecting the 
research‟ sources such as the references of books and regulation of law in 
Indonesia by Islamic perspective. The research sources by secondary data include 
primary law, secondary law, and tertiary law. The data analysis used inductive 
method. It is an analytical technique that was done by combining library resources 
related to the focus of the research. 
The research result concludes that positive law regards money politic as 
the action of offend law which regulated about local leader election. The provision 
law and sanctions of money politic of local leader election are prisons and fines. 
But, in Islamic law gazes that money politic as risywah (bribery).  In the 
contemplation of Islamic law, the law and sanctions of money politic of local 
leader election is jarimah ta‟zir (the punishment is devolved by judge) because it 
is not arranged in Islamic law like Al-Quran and As-Sunnah. Therefore, the law 
and sanction are government authority to decide.  
Keywords: money politic, local leader election, Islamic criminal law.  
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Al-Qur‟an maupun Hadist, tidak terdapat petunjuk tentang 
bagaimana cara menentukan pemimpin umat atau kepala daerah. Kecuali 
petunjuk yang sifatnya sangat umum agar umat Islam mencari 
penyelesaian dalam masalah-masalah yang menyangkut kepentingan 
bersama melalui musyawarah.
1
 Karena tidak adanya pola yang baku 
tentang cara pengangkatan kepala daerah, maka dalam praktiknya akan 
terjadi banyak keragaman, bergantung pada kondisi yang terjadi pada 
masanya.
2
 
Pemikiran politik Islam berkembang secara luas tak lain karena 
berbagai peristiwa penting sejak Rasulullah hijrah ke Madinah. Di 
Madinah, berbagai hubungan sosial dijabarkan oleh Rasulullah, yang 
menyangkut kehidupan internal umat Islam dan hubungan dengan 
kelompok agama dan suku lain dalam membangun Madinah. Praktek 
kehidupan Rasulullah bersama para sahabatnya di Madinah dalam 
membuat jalan baru bagi umat Islam untuk mengambil subtansi ajaran 
sosial dan politik. Piagam Madinah merupakan kontrak Rasulullah 
bersama komunitas Madinah, yang berbeda-beda suku dan agama untuk 
                                                          
1
 Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara: Ajaran,Sejarah dan pemikiran, Edisi. 5, 
(Jakarta: UI Pres, 2011), hlm. 30. 
2
 Ibid.  
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membangun Madinah dalam pluralitas. Piagam Madinah menjadi 
konstitusi pertama yang secara brilian mampu menempatkan perbedaan suku 
dan agama dinaungi perjanjian bersama.
3
 
Indonesia sejak awal kemerdekaan menyatakan sebagai Negara 
demokrasi (berkedaulatan rakyat). Konsep dan perangkat kekuasaan yang 
mekanismenya berdasarkan kehendak suara rakyat mayoritas. Demokrasi 
mengatur prinsip kebebasaan, prinsip kesamaan dan prisip kehendak rakyat 
mayoritas. Kekuasaan diamanatkan kepada wakil yang dipilih melalui 
pemilihan yang bebas berdasarkan suara mayoritas rakyat. 
Masa Orde Baru yang berkuasa selama 32 tahun lamanya akhirnya 
runtuh, di tandai dengan mundurnya Soeharto dari kursi kepresidenan pada 
tanggal 21 Mei 1998. Runtuhnya Orde Baru disusul dengan lahirnya Era 
Reformasi yang ditandai dengan beberapa tuntutan sekaligus harapan, yang 
dimaksud tuntutan dan perubahan tersebut adalah perubahan sistem politik 
yang memberi kebebasan pada jumlah dan asas yang dianut oleh partai 
politik.
4
 
Pada tahun 2004 merupakan momen bersejarah yang penting bagi 
perjalanan kehidupan bangsa Indonesia, dimana pada tahun tersebut, untuk 
                                                          
3
 Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara: Ajaran,Sejarah dan pemikiran, Edisi. 5, 
(Jakarta: UI Pres, 2011),hlm. 53. 
4
 Ibid.,,. 
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pertama kalinya banagsa Indonesia melakukan pemilihan pemimpin negara 
(Presiden), secara langsung yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 22 
Tahun 2004.
5
 Kemudian di ikuti dengan pemilihan kepala daerah 
(Pemilukada), Provinsi dan Kabupaten Kota, diseluruh wilayah Indonesia 
kecuali Yogyakarta yang merupakan daerah kesultanan yang mendapat hak 
istimewa. Dalam perjalanannya, tidak dapat dipungkiri bahwa pemilihan 
kepala daerah sering menimbulkan masalah. 
Indonesia negara yang menganut sistem demokrasi,  yang memiliki 
selogan cukup singkat dan bermakna dalam, yang dimaksud adalah “dari 
rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”. Dilihat dari selogan tersebut bahwa 
demokrasi yang dilakukan di Indonesia adalah demokrasi keterwakilan, 
sebagai perwujudtan dari pesta demokrasi. Kemudian, yang berperan dalam 
hal memilih, juga rakyat. Rakyatlah yang memilih para wakilnya, yang akan 
duduk dalam parlemen. 
Praktek politik uang dalam pemilukada banyak terjadi di daerah. 
Pelanggaran ini sangat mengkhawatirkan, karena menjadi insrtumen 
pemenangan di tengah pemilihan langsung. Dampaknya, hak pilih warga 
dibajak oleh kepentingan kadidat. Praktik politik uang bisa terjadi saat 
kampanye dan menjelang pemungutan suara. Modus yang dipakai bisa 
beragam, misalnya bagi-bagi sembako, pengobatan gratis, hari-hari 
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bersedekah dan sebagainnya. Namun yang paling mengkhawatirkan jika 
politik uang ini terjadi dengan melinbatkan aparat penyelenggaraa pemilu. 
Jika ini terjadi maka perolehan suara tidak murni lagi. Jual beli suara akan 
menentukan dan merubah perolehan saura dan keterpilihan kadidat. 
Jika politik uang ini terus diterapkan maka tidak sesuai dengan isi 
tujuan dan fungsi Undang-Undang Partai Politik Nomor 2 tahun 2008 tentang 
fungsi dan tujuan yang dijelaskan dalam pasal 10 dan pasal 11, juga akan 
bertentangan dengan asas dan ciri yang dijelaskan dalam pasal 9 Undang-
Undang Partai Politik. Dalam Undang-Undang Pemilihan diatur juga sanksi 
dan pelanggaran larangan kampanye yang dimuat dalam (pasal 284, 285, dan 
286).  
Tindak pidana politik uang juga diatur dalam KUHP, pasal (187A, 55, 
149). Salah satu pasal mengenai politik uang terdapat pada pasal 187A KUHP 
yang berbunyi: 
1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum 
menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainya sebagai imbalan 
kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak 
lansung untuk mempengaruhi pemilihan agar tidak mengunakan hak 
pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi 
tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu 
sebagaimana dimaksud pada pasal 73 Ayat (4) dipidana dengan pidana 
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penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan paling lama 72 (tujuh 
puluh dua)bulan dan denda paling sedikit Rp.200.000.000 (dua ratus juta 
rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah). 
2) Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan sengaja 
melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janji 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 
Kurangnya pemahaman mengenai pondasi dan substansi demokrasi 
mengakibatkan sebagian besar rakyat Indonesia melihat demokrasi hanya 
sekedar ritual (pemilu, pengumutan suara, voting, kebebasaan berpendapat, 
dan sebagainya). Selain itu melemahnya kepercayaan masyarakat terhadap 
para wakilnya karena dianggap semua wakil hanya mengumbar janji, hal ini 
membuat mereka mendapatkan keuntungan kenapa tidak diambil, maka 
semuanya ini menyebabkan politik uang semakin merajalela dan seolah-olah 
tidak ada yang salah dengan itu.
6
 
Kondisi politik yang berkembang saat ini dilihat sebagian besar 
masyarakat sangat erat dengan politik kepentingan, yang menjadi tren dalam 
setiap pemilihan pemilukada hak suara di perjual belikan baik pada saat 
pemilu untuk memilih Gubernur, memilih Bupati dan Wali kota, bahkan 
dalam pemilihan pilkades, termasuk memilih anggota legeslatif.  
                                                          
6
 Oleh Ansel Alaman, Pemerhati Politik parlemen Indonesia, tinggal di Jakarta 
http://www.balipost.co.id/mediadetail.php?module=detailrubrik&kid=1&id=3142. Akses Tanggal 24 
Juni 2015. 
6 
 
 
Salah satu contoh khasus yang terjadi di Karanganyar, panitia 
pengawas pemilu (Panwaslu) Karanganyar, Jawa Tengah melimpahkan satu 
kasus dugaan politik uang terkait pemilihan Bupati (Pilbup) ke polisian 
setempat. Dalam kasus itu, dua orang sebagai terlapor karena tindakannya 
masuk kedalam ranah pidana pemilu. Ketua Panwaslu Karanganyar Kustawa 
Esye mengatakan kasus dugaan politik uang itu terjadi di Dusun Jrakah, 
Kelurahan Delingan Kecamatan/Kabupaten Karanganyar.  
Kasus dugaan bagi-bagi uang berlangsung Rabu (27/6/2018) dini hari 
pukul 04.30 WIB. Terjadi serangan fajar beberapa jam sebelum waktu 
pencoblosan berhasil tertangkap tangan oleh warga. Terlapor berinisial SRW 
merupakan pimpinan ranting salah satu paratai politik. Setelah tertangkap 
tangan, dan dibawa kekantor kelurahan Delingan untuk ditanyai, yang 
bersangkutan mengakui telah bagi-bagi uang. Uang yang berhasil dibagi-
bagikan sebanyak Rp. 1.730.000, dan sisanya Rp. 1.170.000 masih ada di jok 
sepeda motor. 
Kasus itu terus berkembang untuk menjaga kerahasiaan maka nama 
disamarkan. SRW juga menyuruh SG untuk membagikan uang pada Senin 25 
Juni sebelumnya. SG juga mengakui jika dirinya disuruh SRW  dalam kasus 
ini ada dua orang yang dilaporkan. Panwaslu juga telah melakukan klarifikasi 
kepada pelapor, terlapor dan saksi yang mencapai 11 orang. Saksi yang 
diklarifikasi juga membenarkan semuanya. Dalam perkara itu, kedua terlapor 
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juga menyampaikan pesan untuk memilih salah satu pasangan calon dalam 
Pilbup Karanganyar.  
Melalui tim Penegak Hukum Terpadu (Gakkumudu) kasus ini 
dilimpahkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Karanganyar 
karena adanya pengakuan dari terdakwa, saksi dan barang bukti sejumlah 
uang. 
Di persidangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Karanganyar 
menjatuhkan vonis penjara kepada SG dan SRW, dua terdakwa kasus dugaan 
money politic (politik uang) dalam pelaksaan Pilbup Karanganyar 2018 
dituntut masing-masing 42 bulan penjara atau 3,5 tahun penjara. Dan juga 
denda sebesar RP 200 juta, subsider dua bulan kurungan. Tuntutan kepada 
kedua terdakwa dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam sidangan 
lanjutan di PN Karanganyar, Jl lawu Barat, Karanganyar, Rabu 25 Juli 2018. 
Kedua terdakwa dinilai telah mencidrai demokrasi di Pilbug Karanganyar. 
Kedua terdakwa dijerat dengan Pasal 187 A UU No 10 tahun 2016 tentang 
Pilkada.
7
 
Dari kasus ini sering menggunakan uang sebagai sarana untuk menarik 
masa, ketika mereka terpilih maka mereka akan mengganti modal yang 
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dikeluarkan saat kampanye. Sehingga berpotensi besar untuk melakukan 
(KKN) Korupsi, Kolusi dan Nepotisme akan semakin besar. 
Politik uang ini mengakibatkan timbulnya berbagai permasalahan 
yaitu, merajalelannya praktek korupsi, merugikan lawan pasanganya politik 
dan tidak mendidik karena justru melegalkan praktik korupsi. persoalan 
menjual hak suara dalam pemilukada ini harus ada pemberian pemahaman 
untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya penolakan 
terhadap tawaran pembelian hak suara dan apabila ikut serta memerangi hal 
tersebut, maka dapat terwudnya demokrasi yang bersih dan jujur, dimana 
tidak ada kecurangan pengelembungan suara dan politik uang. 
Oleh karena itu penulis tertarik untuk membahas dan mengetahui lebih 
dalam dan laus dengan mengadakan kajian dalam bentuk skripsi yang 
berjudul: “TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TENTANG MONEY 
POLITIC PEMILUKADA DI INDONESIA”. 
B. Rumusan Masalah  
Berdasarkan latarbelakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka 
pokok masalah dalam penelitian ini adalah: 
1. Bagaimana hukuman money politic pemilukada di Indonesia? 
2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam berkaitan dengan hukuman 
money politic pemilukada di Indonesia? 
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C. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini 
adalah: 
1. Untuk mengetahui bagaimana hukuman money politic pemilukada di 
Indonesia. 
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum pidana Islam berkaitan 
dengan hukuman money politic pemilukada di Indonesia. 
 
D. Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 
1. Secara teoritis bahwa penelitian ini di harapkan dapat digunakan sebagai 
sumbangsih ilmu pengetahuan dalam hukum pidana Islam khususnya 
tentang money politic pemilukada di Indonesia. 
2. Secara praktis penelitian ini dapat memberikan pemahaman untuk 
meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya penolakan terhadap 
tawaran money politic. 
E. Kerangka Teori 
1. Sejarah perubahan Pemilukada  
Pemilukada adalah pemilu untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil 
Kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia 
10 
 
 
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 56 
ayat (1) dinyatakan bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih 
dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis 
berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil.
8
 
Dalam Undang-Undang  Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan 
peraturan pemerintah penggantian undang-undang nomor 1 tahun 2014 
tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang-
undang. Untuk menjamin pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota 
dilaksanakan secara demokrasi sebagaimana diamanatkan dalam pasal 18 
ayat 4 undang-undang dasar 1945 maka kedaulatan rakyat secara 
demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat wajib dihormati 
sebagai syarat utama pelaksanaan pemilihan Gubernur, Bupati, dan 
Walikota.
9
  
Kemudian keluar Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang 
perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang 
penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 
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2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang-
undang.
10
 
Hak pilih yang memilih dalam pemilu adalah salah satu hak 
konstitusional warga Negara dalam bidang politik, yang juga merupakan 
bagian dari Hak Asasi Manusia. Jadi, hak pilih seorang warga Negara, 
sudah seharusnya untuk dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh 
Negara, hukum dan pemerintah. Mengenai perlindungan hak pilih ini juga 
telah diatur dan dilindungi oleh UUD 1945 Neragara Republik Indonesia, 
yaitu pada ketentuan pasal 28C ayat (2),
11
 pasal 28D ayat (1),
12
 pasal 28D 
ayat (3),
13
 pasal 28I ayat (2).
14
 
Seperti yang tertulis dalam pasal 74 Undang-Undang Nomor 32 
tahun 2004 dalam larangan kampanye pemilu yang berbunyi:
15
 
a. Mempersoalkan dasar Negara Pancasila dan pembukaan 
Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945. 
b. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon atau 
peserta pemilu lainya. 
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c. Menghasut dan mengadu antar peseorangan maupun antar 
kelompok masyarakat. 
d. Mengganggu ketertiban umum. 
e. Mengancam untuk melakukan kekerasan atau mengajurkan 
penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekolompok 
anggota masyarakat, dan peserta pemilu lainya. 
f. Merusak dan menghilangkan alat peraga kampanye peserta 
pemilu. 
g. Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan 
tempat pendidikan. 
2. Money Politic 
Money politic dalam Bahasa Indonesia adalah suap, arti suap dalam 
buku kamus Bahasa Indonesia adalah uang sogok.
16
 Politik uang adalah 
suatu upaya mempengaruhi orang lain (masyarakat) dengan menggunakan 
imbalan materi atau dapat juga diartikan jual-beli suara pada proses politik 
dan kekuasaan serta tindakan membagi-bagikan uang, baik milik pribadi 
atau partai untuk mempengarusi suara pemilu.
17
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Politik uang adalah semua tindakan yang disengaja oleh seseorang 
atau kelompok dengan memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya 
kepada seseorang supaya menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu 
atau tindakan menggunakan hak pilihnya untuk memilih calon tertentu atau 
dengan sengaja menerima atau memberikan dana kampanye dari atau 
kepada pihak-pihak tertentu. 
Dengan demikian money politic adalah suatu bentuk pemberian atau 
janji menyuap seseorang baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya 
untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu 
pada saat pemilihan umum. Pemberian bisa dilakukan dengan cara 
pemberian uang maupun berupa barang. Supaya untuk menarik simpati 
masyarakat. 
Dalam money politic ada beberapan bentuk yang bisa dibilang 
dalam money politic :
18
 
a. Berbagi uang (seperti serangan pajar) 
Dimasyarakat uang memang diakui sebagai senjata paling yang 
ampuh yang sangat strategis untuk menaklukan kekuasaan. Uang 
merup-akan faktor penting yang berguna untuk mendongkrak 
personal seseorang, sekaligus untuk mengendalikan wacana 
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strategi terkait dengan sebuah kepentingan politik dan 
kekuasaan. 
b. Berbentuk fasilitas umum 
Politik pencotraan dan tebar pesona lazim dilakukan oleh para 
calon untuk menarik simpatik masyarakat didaerah 
pemilihannya. 
3. Hukum positif dalam money politic 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 280 ayat (1) huruf j 
Tentang Pemilu diatas menyatakan, bahwa "pelaksana, peserta, dan tim 
kampanye pemilu dilarang: j. Menjanjikan atau memberikan uang atau 
materi lainya kepada peserta kampanye pemilu “. Pasal 519 Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu menyatakan secara jelas 
bahwa setiap perbuatan orang yang dilakukan secara sengaja dengan 
memberi uang atau materi lainya untuk memperoleh dukungan bagi calon 
anggota DPD dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 
dan denda paling banyak Rp.36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah). 
Kemudian didalam pasal 523 ayat (1), (2), dan (3) Undang- Undang Nomor 
7 Tahun 2017 Tentang pemilu juga menyebutkan mengenai sanksi berupa 
pidana penjara dan berupa denda. 
Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi pasal 5 ayat 1 
terdapat kemiripan antara korupsi dan risywah,di mana korupsi 
15 
 
 
didefinisikan dengan: “Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai 
negeri atau penyelenggara negara, di mana pegawai negeri atau 
penyelenggara negara tersebut supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu 
dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya”.19 
Hubungan antara ketentuan pidana dalam pemilu dan tindak pidana 
yang diatur dalam KUHP. Jika sundang-undang diubah setelah perbuatan 
itu dilakukan maka kepada tersangka dikenakan ketentuan yang 
menguntungkan baginya, berarti jika perbuatan dilakukan setelah undang-
undang yang baru lahir, tidaklah perlu dipertimbangkan ketentuan yang 
mana yang lebih menguntungkan si tersangka.  
Dari keterangan diatas kita dapat mengetahui bahwa perlu adanya 
hukuman yang lebih berat bagi pelanggar tindak pidana. Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2003 pasal 139 ayat (2) Tentang Pemilu di dalam 
ketentuan pidana, Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa “Setiap 
orang yang dengan sengaja memberi atau menjanjikan uang kepada 
seseorang supaya tidak menggunakan hak pilihnya, atau memilih peserta 
pemilu tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu 
sehingga surat suaranya menjadi tidak sah, diancam dengan pidana penjara 
paling singkat 2 (dua bulan) atau paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau 
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denda paling sedikit Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah) atau paling banyak 
Rp 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah).  
4. Money Politic dalam Hukum Islam 
Menurut hukum Islam money politic disebut dengan tindakan 
risywah (suap-menyuap). Dalam hukum Islam tindakan risywah tidak 
disebutkan dengan jelas dalam teks ataupun nash, akan tetapi tindakan 
risywah ini masuk ke rana jarimah dengan hukuman ta‟zir. 
Pengertian jarimah menurut istilah para fuqoha yang dinamakan 
jarimah ialah larangan-larangan syara yang ancaman hukumanya had atau 
ta‟zir.20 Yang dimaksud dengan larangan adalah mengakibatkan perbuatan 
terlarang atau mengakibatkan perbuatan yang diperintahkan, syara‟ suatu 
ketentuan yang berasal dari nas, had adalah ketentuan hukum yang sudah 
ditentukan oleh Allah, sedangkan ta‟zir ialah hukuman atau pengajaran 
yang besar kecualinya ditetapkan oleh penguasa. 
a. Jarimah Ta‟zir 
Ta‟zir adalah hukuman atas tindakan pelanggaran yang tidak 
diatur secara pasti dalam hukum hud. Hukuman ini berbeda-beda, 
sesuai dengan perbedaan kasus dan pelakunya. Dari satu segi, takzir 
ini sejalan dengan hukum had  yakni tindakan yang dilakukan untuk 
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memperbaiki perilaku manusia, dan untuk mencegah orang lain agar 
tidak melakukan tindakan yang sama.
21
 
Syara‟ tidak menentukan macam-macam hukuman untuk setiap 
jarimah ta‟zir tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman dari 
yang seringan-ringanya samapai seberat-beratnya. Syari‟ah hanya 
menentukan sebagian jarimah ta‟zir, yaitu perbuatan-perbuatan yang 
selamanya akan dianggap jarimah seperti; riba, mengelapkan titipan, 
memaki-maki orang, suap-menyuap dan sebagainya. 
Sedangkan sebagian jarimah ta‟zir yang diserahkan kepada 
penguasa untuk menentukanya dengan syarat harus sesuai dengan 
kepentingan-kepentingan masyarkat dan tidak boleh berlawanan 
dengan nash-nash (ketentuan syara‟) dan prinsip-prinsip umum.  
b. Macam-macam Jarimah Ta‟zir 
1. Jarimah ta‟zir yang berkaitan dengan pembunuhan 
Adanya sanksi ta‟zir kepada pembunuh sengaja yang 
dimaafkan dari qisas dan diyat adalah aturan yang baik dan 
membawa kemaslahatan. 
2. Jarimah ta‟zir yang berhubungan dengan pelukaan 
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Imam Malik berpendapaat bahwa ta‟zir dapat dikenakan pada 
jarimah pelukaan yang qisasnya dapat dihapuskan atau 
dilaksanakan karena sebab hukum.
22
 
3. Jarimah ta‟zir berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan 
dan kerusakan akhlak. 
Diantara kasus perzinahan yang diancam dengan hukum ta‟zir 
yaitu perzinahaan yang tidak memenuhi syarat untuk dijatuhi 
hukuman had atau terdapat syubat. 
4. Jarimah ta‟zir yang berkenan dengan harta 
Perbuatan maksiat dalam kategori ini diantarannya pencopetan, 
pencobaan pencurian, ghasab, penculikan dan perjudian. Oleh 
karena itu perampokan dan pencurian yang tidak memenuhi 
persyaratan untuk dijatuhi hukuman had maka termaksud 
jarimah ta‟zir yang diancam dengan jarimah ta‟zir. 
5. Jarimah ta‟zir yang berkaitan dengan kemaslahatan individu 
Suap-menyuap diharamkan dalam al-Quran dan hadis Allah 
berfirman: (surat Al-Maidah:42) 
6. Jarimah ta‟zir yang berkaitan dengan keamanan dan kestabilan 
pemerintah. 
Para Ulama memberi contoh seorang hakim yang zalim 
menjatuhkan hukuman kepada orang yang tidak bersalah.
23
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Persoalan politik uang harus dilihat dari segi unsur-unsur yang 
melingkupi. Dalam hal ini politik uang mengandung dua unsur; pertama 
unsur sebab, yakni ada maksud dan tujuan untuk mempengaruhi aspirasi 
dan pandangan politik seseorang; dan kedua unsur akibat, yakni dari 
tindakan pemberian uang atau barang tertentu. Jika demikian adanya maka 
mempengaruhi massa pada saat pemilukada sama dengan risywah. 
Jadi jelas bahwa praktek jual beli suara (politik uang) dalam 
pemilukada termasuk dalam kategori Risywah.  karena di antara unsur-
unsur risywah itu adalah adanya athiyyah (pemberian) dan ada niat 
Istimâlah (menarik simpati orang lain atau massa). Politik uang, dalam 
pemilu kada, secara umum sering dinilai dengan uang bujuk atau uang 
sogok dalam rangka menarik simpati publik. 
Dalam hal ini pelaku risywah dalam hukum Islam disebut dalam 
jarimah ta‟zir yang berkaitan dengan kemaslahatan individu yaitu yang 
mengharamkan risywah (suap-menyuap) yang terdapat dalam firman Allah 
Q.S Al-Maidah:42. 
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 A. Jazuli, Fiqih Jinayah (Upaya menanggulangi Kejahatan dalam Islam), (Jakarta: 
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F. Tinjauan Pustaka  
Setelah melakukan beberapa literatur, karya ilmiah berupa skripsi dan 
jurnal ada beberapa kesamaan tema yang membahasa mengenai tinjauan 
hukum pidana Islam tentang money politic pemilukada di Indonesia. Untuk 
dapat mendukung penelitian ini, maka peneliti akan kemukakan diantara 
selain buku-buku juga beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan 
penelitian ini: 
Skripsi yang berjudul “Money Politic Dalam Pilkades Si Desa Tegal 
Ampel Kabupaten Bondowoso Dalam Persepektif Hukum Islam” oleh Hasan 
abdillah, dapat disimpulkan skripsi tersebut kurang sekali dalam membahas 
dan menitik beratkan bagaimana faktor yang mempengaruhi praktek money 
politic di Indonesia.
24
 Dalam skripsi saudara Hasan Abdillah ini lebih tertuju 
kepada Hukum Islam nya saja.  Sedangkan didalam penelitian ini lebih 
mengarah pada hukum money politic dalam pemilukada yang ditinjau dari 
Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif di Indonesia. Sehingga, antara 
skripsi yang akan ditulis sangat berbeda dengan skripsi sebelumnnya. Disisi 
lain membahas mengenai Hukum Islamnya saja. Diskripsi ini merupakan 
tinjauan Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif di Indonesia. 
                                                          
24
 Hasan Abdillah, “Money Politic Dalam Pilkades di Desa Tegal Ampel kabupaten 
Bondowosa dalam Perspektif Hukum Islam”, Skripsi, tidak diterbitkan Fak. Syariah UIN Sunan 
Kalijaga Yogyakarta (2009). 
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Kemudian skripsi yang berjudul “Hukum bagi pelaku korupsi studi 
komperatif hukum positif dan hukum pidana Islam” oleh Ahmad Sa‟id 
Romadhon. Dapat disimpulkan skripsi diatas kurang dalam menjelaskan apa 
dan bagaimana problematika money politic baik dalam hukum positif maupun 
hukum Islam.
25
 Dalam skripsi saudara Ahmad Sa‟id Romadhon ini lebih 
kepada perbandingan hukum positif dan hukum pidana Islam. Sedangkan di 
skripsi ini menjelaskan hukum dan sanksi bagi pelaku money politic yang 
ditinjau dari Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif di Indonesia. Sehingga, 
antara skripsi yang akan ditulis sangat berbeda dengan skripsi sebelumnnya. 
Disisi lain membahas mengenai perbandingan mengenai hukuman bagi pelaku 
korupsi dengan membandingkan Hukum Islam dan Hukum Positif . Diskripsi 
ini menjelaskan hukum money politic dilihat dari Hukum Pidana Islam dan 
Hukum Positif di Indonesia. 
Penelitian yang selanjutnya mengenai praktek Money Politic dalam 
pemilu legislatif di Kabupaten Pekalongan tahun 2009 (studi sosio legal 
normatif) oleh Sabilal Rosyad Sistem pemilihan umum legislatif secara 
langsung tahun 2009 membuka maraknya praktik Money Politics di 
Kabupaten Pekalongan. Pada proses demokrasi level akar rumput (grass root), 
praktik Money Politics tumbuh subur. Dalam penelitian saudara Sabilal 
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 Ahmad Sa‟id Romadlon, “Hukuman Bagi Pelaku Korupsi Studi Komperatif Hukum Positif 
dan Hukum Islam”, Skripsi, tidak diterbitkan Fak. Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2008).  
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Rosyad ini nantinya akan dipelajari mengenai adanya pergeseran nilai di 
masyarakat Pekalongan tentang praktik Money Politics yang semula dianggap 
penyelewengan menjadi sesuatu yang wajar, dan mengungkap hukum money 
politic dalam perspektif hukum Islam dan negara.
26
 Sedangkan dalam 
penelitian ini menjelasakan bagaimana hukuman money politic yang di tinjau 
dari Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif di Indonesia. 
Dari berbagai penelitian diatas, terlihat bahwa ada kedekatan hasil 
penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan. Letak perbedaan 
penelitian ini mengkaji tentang tinjauan hukum pidana Islam tentang money 
politic pemilukada di Indonesia yaitu pada hukum dan sanksi money politic 
dengan menggunakan dua hukum yaitu hukum pidana Islam dan Hukum 
Positif di Indonesia. Maka, akan nampak perbedaan antara hukum positif dan 
hukum pidana Islam dalam menentukan hukuman bagi para pelaku money 
politic pemilukada di Indonesia. 
G. Metode Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research), 
yaitu penelitian yang menjadikan bahan pustaka sebagai sumber (data) 
utama. Dengan memanfaatkan dokumentasi-dokumentasi berupa buku-
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 Rosyad Sabilal, “Praktek Money Politics Dalam Pemilu Legislatife di Kabupaten 
Pekalongan tahun”, thesis, (uin sunan kalijaga 2009), hlm.1. 
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buku, hasil-hasil penelitian, jurnal, brosur, leaflet, buletin dan internet.
27
 
Penelitian pustaka ini guna menelaah hal-hal yang mengenai money 
politic. Dengan tinjauan menurut hukum Islam dan hukum positif. 
2. Sumber Data 
Dalam penelitian ini, data yang diperlukan meliputi data sekunder adalah 
data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan 
penelitian dari sumber-sumber yang telah ada, data sekunder biasanya 
berwujud data dokumentasi atau data laporan yang tersedia
 28
,meliputi hal-
hal berikut: 
a. Bahan Hukum Primer  
Dalam hukum Islam menggunakan Al-Qur‟an dan hadist serta 
pendapat para ulama yang berkaitan dengan Risywah. Selain itu 
berupa aturan hukum mengenai money politic diantarannya:  
1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2006 tentang perubahan kedua 
atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan 
Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 
1 tahun 2004 dan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. 
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 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum dan Praktek, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 50. 
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 Winarno Surakhman, Pengetahuan Ilmiyah Dasar Tehnik, (Bandung: Tarsiti, 1998), hlm. 
63.  
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2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang 
Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi. 
b. Bahan Hukum Sekunder 
Bisa berupa informasi yang diperoleh dari buku, hasil penelitian, 
jurnal, leaflet, brosur, internet dan publikasi lainya. 
c. Bahan Hukum Tersier 
Bisa berupa informasi yang diperoleh kamus, eksiklopedia, buku atau 
literature, dan lai sebagainya. 
3. Teknik Pengumpulan Data 
Penelitian ini merupakan penelitian pustaka, kerena pengumpulan data 
yang digunakan adalah dengan menelusuri dan merecover buku-buku atau 
tulisan-tulisan, jurnal, artikel, literatur-literaur, catatan-catatan dan 
laporan-laporan yang yang berhubungan dengan hukum money politic 
dalam pemilukada, serta buku-buku yang pendalaman dan ketajaman 
analisis penelitian dengan tidak keluar dari sub pembahasan. 
4. Teknik Analisis Data 
Setelah data terkumpul dan diolah, kegiatan selanjutnya adalah analisis 
data. Secara induktif yaitu suatu cara berfikir umum lalu diambil 
kesimpulan secara khusus. Metode induktif adalah teknik analisa yang 
dilakukan dengan cara mengabungkan sumber pustaka yang berkaitan 
25 
 
 
dengan fokus penelitian. Dari kesimpulan-kesimpulan yang telah diambil 
kemudian disampaikan saran-saran.
29
 
H. Sistematika Penulisan 
Untuk memberikan gambaran komprehensif berkenaan dengan 
penelitian ini, maka sistematika pembahasannya disusun sebagai berikut: 
 Bab I berupa pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan 
masalah, tujuan, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode 
penelitian, dan sistematika penulisan. 
Bab II berisikan tinjauan umum yang berkaitan dengan pengetahuan 
umum mengenai materi yang dibahas, yaitu hukum Islam, sebagai sumber 
tinjauan dalam penjelasan mengenai money politic pemilukada. Hukum money 
politic menurut hukum Islam dan sanksi money politic Menurut hukum Islam. 
Bab III terkait tentang data-data otentik mengenai money politic 
pemilukada dari sudut hukum positif masuk dalam risywah. Kemudian 
hukuman money politic menurut hukum positif di Indonesia. 
Bagian Bab IV berisikan analisa hukum pidana Islam berkaitan dengan 
hukuman money politic di Indonesia. 
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Bab V merupakan penutup berisikan kesimpulan dari permasalahan yang 
dibahas dalam skripsi ini, dan kemudian dilanjutkan dengan saran dari hasil 
pemaparan diatas. 
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BAB II 
HUKUMAN MONEY POLITIC PEMILUKADA MENURUT HUKUM 
ISLAM 
A. Money Politic Menurut Hukum Islam 
Money politic dalam bahasa adalah politik uang. Dalam bahasa 
Indonesia, politik uang disebut suap. Istilah lain dari suap adalah sogok. Uang 
sogok berarti sejumlah uang yang diberikan kepada petugas tertentu untuk 
menyogok agar sebuah urusan dapat berjalan dengan lancar.
1
 
Money politic adalah penggunaan uang untuk mendapatkan posisi atau 
perolehan dukungan dalam mencapai kesukseaan, dan ini bisa berupa uang 
untuk masyarakat, agar suatu saat akan memihak kepadanya jika ada 
pengambilan putusan. Sementara money politic menurut Afan Gaffar adalah 
tindakan bagi-bagi uang baik sebagai milik partai atau pribadi untuk membeli 
suara.
2
 
Dalam hal ini, uang telah dijadikan sebagai strategi legeslatif untuk 
membeli suara demi memperoleh elektabilitas dalam suatu pemilihan. Dengan 
uang merupakan faktor urgen yang berguna untuk mendongkrak kharisma 
personal seseorang melalui pecitraan dan sekaligus berfungsi mengendalikan 
wacana strategis terkait dengan sebuah kepentingan politik dan kekuasaan.
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 Mashudi Umar, “Money Politic Dalam Pemilu Perspektif Hukum Islam,”  Jurnal at-turas, 
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Money potic muncul karena adanya hubungan mutualisme antara 
pelaku (partai, politisi, atau perantara) dan korban (rakyat).
32
 
Menurut pakar hukum tata negara Universitas Indonesia, Yusril 
Ihza Mahendra, desenisi money politic atau risywah sangat jelas, yakni 
mempengaruhi massa pemilu dengan imbalan materi. Yusril mengatakan, 
sebagaimana yang dikutip oleh Indra Ismawan kalau kasus money politic 
bisa di buktikan, pelakunya dapat dijerat dengan pasal tindakan pidana 
biasa, yakni penyuap. Tapi kalu penyambungan adalam figur 
merahasiakan diri sehingga kasusnya sulit dilacak, ditindak lanjuti secara 
hukum pun jadi kabur.
33
  
Money politic dalam Islam berati risywah, risywah dari segi bahasa 
adalah suatu yang dapat mengantarkan tujuan dengan segala cara, dengan 
prinsip agar tujuan tercapai. Pengertian ini diambil dari kata risywah yaitu 
rosya yang bermakna tali timba yang digunakan untuk mengambil air dari 
sumur sedangkan ar-Rasyi adalah orang memberikan sesuatu kepada pihak 
kedua yang siap mendukung perbuatan bathil. Adapun ar-Raisy adalah 
mediator dua dari penyuap dan penerima suap, sedangkan al-Murtasyi 
adalah penerima suap.
34
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Risywah adalah istilah syar‟i yang dikenal didalam syariat. Para 
ulama telah mendefinisikan risywah baik secara etimologi maupun 
terminologi secara rinci definisi risywah adalah sebagai berikut:
35
 
a. Risywah secara bahasa (etimologi) 
Suap menyuap dalam bahasa arab disebut dengan risywah. 
Adapun menurut MUI suap (risywah) adalah pemberian yang 
diberikan oleh seseorang kepada oranglain (pejabat) dengan 
maksud meluluskan suatu perbuatan yang bathil (tidak benar 
menurut syariah) atau membathilkan berbuatan yang hak.  
b. Risywah secara istilah (terminologi) 
Didalam al-Mujam al-Wasith bahwa disebutnya makna 
risywah adalah apa saja yang diberikan ( baik uang atau hadiah 
) dan untuk mendapatkan suatu manfaat atau segala pemberian 
yang bertujuan untuk mengukukan sesuatu yang bathil dan 
membathilkan sesuatu yang haq. 
Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitabnya fath al-baari telah menukil 
perkataan Ibnu al-„Arabi ketika menjelaskan makna risywah sebagai 
berikut; suap-menyuap atau risywah yaitu suatu harta yang diberikan 
untuk membeli kehormatan atau kekuasaan bagi yang memilikinya guna 
menolong atau melegalkan sesuatu yang sebenarnya tidak halal. Menurut 
Abd al-Azim Syam al-Haq risywah adalah sebuah perantara untuk 
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 Indramisraini,”Korupsi dalam Pidana Islam”, Jurnal Hukum Islam. Vol. VII No. 2, 
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memudahkan urusan dengan pemberian sesuatu atau pemberian untuk 
membatalkan yang benar atau untuk membenarkan yang bathil. Penyuapan 
adalah dilakukan demi mengharapkan kemenangan dalam perkara yang 
diinginkan seseorang, atau ingin memudahkan seseorang dalam menguasai 
hak atau sesuatu. Sayyid Abu Bakr mendefinisikan risywah sebagai 
memberikan sesuatu agar hukum diputuskan secara tidak benar atau tidak 
adil, atau untuk mencegah putusan yang benar atau adil. Al-Gharyani 
berpendapat, risywah adalah upaya untuk mendapatkan sesuatu dengan 
rekayasa dan membayarkan sejumlah uang.
36
 
Menurut Abdulah Ibn Abdul Muhsin risywah ialah sesuatu yang 
diberikan kepada hakim atau orang yang mempunyai wewenang 
memutuskan sesuatu supaya orang yang memberi mendapatkan kepastian 
hukum aatau mendapatkan keinginanya. Risywah juga dipahami oleh 
ulama sebagai pemberian sesuatu yang menjadi alat bujukan untuk 
mencapai tujuan tertentu.
37
 Sedangkan Yusuf al-Qardawi mengatakan 
risywah adalah uang yang diberikan kepada penguasa atau pegawai, 
supaya penguasa atau pegawai tersebut menjatuhkan hukuman yang 
menguntungkanya.
38
 
Jadi dari berbagai definisi dapat disimpulkan bahwa definisi 
risywah secara terminologi yaitu suatu pemberian baik berupa harta atau 
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benda lainya kepada pemilik jabatan atau pemegang kebijakan atau 
kekuasaan guna menghalalkan atau melancarkan yang bathil dan 
membathilkan yang hak atau mendapatkan manfaat dari jalan yang tidak 
ilegal. 
B. Larangan Money Politic dalam Hukum Islam 
Dalam hukum Islam, money politic itu sangat dilarang dan 
perbuatan termasuk dalam kategori risywah. Risywah (Suap-menyuap) 
merupakan pemberian cara yang tidak benar yang diberikan seseorang 
kepada hakim atau lainya untuk mendapatkan hal yang diinginkan dengan 
cara yang tidak benar. Dengan cara bathil inilah sebuah ketentuan berubah, 
sehingga menyakiti banyak orang. Maka wajar bila ulama sepakat 
mengharamkan risywah yang terkait dengan pemutusan hukum bahkan 
perbuatan ini termasuk dosa besar. Sebab suap-menyuap akan membuat 
hukum menjadi tidak adil, selain itu tata kehidupan menjadi tidak jelas.
39
 
Sebagaimana telah diketahui bahwasanya, Allah sudah menjelaskan dalam 
surat Al-Baqarah ayat 188: 
                          
                       
Artinya: “Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang 
lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu 
membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan 
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sebagian dari pada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) 
dosa, padahal kamu mengetahui” (Q.S. Al-Baqarah:188).40 
Menurut Imam Al-Qurtubi menjelaskan bahwa Allah melarang 
makan harta oranglain dengan cara bathil. Termasuk didalam larangan ini 
adalah larangan makan hasil judi, tipuan, rampasan, dan paksaan untuk 
mengambil hak oranglain yang tidak atas kerelaan pemiliknya, atau yang 
diharamkan oleh syariat meskipun atas kerelaan pemiliknya, seperti 
pemberian atau imbalan dalam perbuatan zina, atau perbuatan dzolim, 
hasil tenung, harga minuman yang memabukkan (minuman keras), harga 
penjualan babi dan lain-lain. Imam Al-Qurtubi menyebutkan ada dua 
alasan mengapa harta haram seperti risywah disebut dengan suht.
41
   
1. Dinamakan harta haram suht karena menghilangkan dan 
menghancurkan ketaatan. 
2. Dinamakan harta haram suht karena menghilangkan kehormatan. 
Ibnu Jarir menjelaskan dalam tafsirnya bahwa orang-orang Yahudi 
disifatkan Allah yaitu mereka saling berlomba-lomba dalam bermaksiat 
kepada Allah dan menyelisihi perintahnya. Begitu juga melangar batasan-
batasan Allah dalam permasalahan halal dan haram seperti dalam 
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 Departemen Agama RI, Al Qur‟an dan Terjemahnya, (Bekasi:Bagus Sabara, 2013),  
hlm. 29. 
41
 Haryono, “Risywah (Suap-Menyuap) dan Perbedaannya dengan Hadiah dalam 
Pandangan Hukum Islam”, Jurnal Al-Mashlahah, (Bogor) Vol. 7 Nomor 3, hlm. 435. 
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memakan risywah itulah harta yang mereka ambil dari manusia atas 
persoalan hukum yang bertentangan dengan hukum Allah.
42
 
Dalam Al-Quran, risywah digolongkan dalam kata umum batil, 
yaitu meliputi juga tindakan pidana lain seperti merampok, menipu, 
memeras dan termaksuk praktik jual beli hak suara untuk kepentingan 
tertentu. Sedangkan sabda Rasulullah Saw, yang beramksud;” Dari Abu 
Hurairah r.a. dia telah berkata:”rasulullah Saw telah mengutuk orang yang 
suka memeberi suap dan orang yang suka menerima saup”, ini sama 
dengan risywah. Dalam sebuah hadits ditegaskan bahwa Rasulullah Saw;
43
 
Menurut M. Nurul Irfan dalam bukunya korupsi dalam pidana 
hukum Islam, penyuapan adalah salah satu dari tindak pidana korupsi. 
Dalam konsep fiqh jinayah tidakan pidana korupsi terbagi menjadi tujuh 
tipe, pengelapan, penyuapan, mengambil paksa hak atau harta oranglain, 
khianat, pencurian, hirabah, pungutan liar. Dalam hal ini risywah adalah 
sama halnya dengan tindakan penyuapan yang dimana memberikan 
sesuatu kepada oranglain dengan maksud meluluskan suatu perbuatan 
yang bathil (tidak benar menurut syariah) atau membathilkan perbuatan 
yang hak.
44
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C. Hukuman Money Politic Menurut Hukum Islam 
Berdasarkan proses penetapan hukum yang secara berjenjang dan 
saling menguatkan tersebut dapat ditarik ketentuan hukum Allah Swt. 
Bahwa risywah itu adalah haram, karena jelas pelakunya berbuat dzolim, 
telah membangkang larangan Allah. Ketetapan hukum haram risywah 
diperkuat pula dengan ijtihad para muhajidin terdahulu. Seperti yang 
dikutip oleh Muhammad Ali Al-Syaukani, dinyatakan bahwa Ibn Ruslan 
menguatkan keharaman risywah berdasarkan firman Allah Q.s.al-Maidah 
(5):42 yang berbunyi:
45
  
                  
                     
                
Artinya:“mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita 
bohong, banyak memakan yang haram (hasil suap dan sebagainya)” 
.(Q.S. Al-Maidah:42).
46
 
Menurut Muhammad Ali al-Syaukuni mempertegas lingkup dan 
cangkupan keharaman risywah berdasarkan sunnah Rasul berikut:” barang 
siapa meminta tolong saudaranya agar dapat membantunya dan 
memberikan hadiah kepada saudaranya atas bantuanya dan hadiah itu 
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diterimanya, maka dengan penerimaanya itu dia telah memasuki pintu 
terbesar dari beberapa pintu riba”.47  
Dalam hadits ditegaskan bahwa Rasulullah SAW melaknat bagi 
penyuap dan yang menerima suap. Dalam hadits lain yang diriwayatkan 
oleh Ahmad, Rasulullah SAW bersabda: 
 َلَص ِوّللا ُل ْوُس َر َنَعَل : َل َاق َن َاب ْو َث ْنَعَو  ُوَّللا  هاور(َشِناَّرلاَو َيِشَت ْرُمْلاَو َيِشا َّرلا َمْلَس َو ِوْيَلَعٲالحا و دحم  
مك)  
”Dari tsauban berkata: Rasulullah saw melaknat orang yang 
menyuap, yang disuap, dan perantara suapan, yakni orang yang 
memberikan jalan atas keduanya.” (HR. Ahmad).48 
Sanksi bagi perilaku risywah, ancaman yang ada dalam nash-nash 
adalah ancaman siksaan neraka di akhirat. Sedangkan ancaman di dunia 
tidak disebutkan dalam nash-nash itu. Karena perbuatan itu (al-risywah) 
tidak ada ketentuan yang tegas hukuman dunia dalam nash, dalam kitab-
kitab fiqh klasik ditentukan hukuman ta‟zir sedangkan para ulama 
mengelompokan jinayah dengan melihat kepada sanksi hukuman yaitu:
49
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1. Qishas-Diyat, yaitu tindak kejahatan yang sanksi hukumanya adalah 
balasan setimpa (qishas) dan denda darah (diyat). Seperti contohnya 
pembunuhan dan penghilangan salah satu anggota badan. 
2. Hudud, yaitu kejahatan yang sanksi hukumanya ditetapkan sendiri 
secara pasti oleh Allah dan Rasul. Seperti pencurian, perampokan, 
perzinaan, dan lain-lain. 
3. Ta‟zir,  yaitu kejahatan lain yang tidak diancam dengan qishas-diyat  
dan tidak pila dengan hudud. Dalam hal ini ancamanya ditetapkan 
oleh imam dan pemimpin. 
Berkaitan dengan sanksi bagi perilaku risywah, tampaknya tidak 
jauh berbeda dengan sanksi bagi pelaku ghulul, yaitu hukum ta‟zir sebab 
keduanya tidak termasuk dari ranah qishas dan hudud. Dalam beberapa 
hadits tentang risywah yang salah satunya disebutkan dengan peryataan “ 
Allah melaknat penyuap dan penerima suap “. Karena dalam teks-teks 
dalil tentang tindakan pidana risywah ini tidak disebutkan jenis sanksi 
yang ditentukan maka sanksi yang di perlakukan adalah hukum ta‟zir.50 
Dalam hukum Islam money politic disebut dengan tindakan 
risywah (suap-menyuap). Dalam hukum Islam tindakan risywah tidak 
disebutkan dengan jelas dalam teks ataupun nash, akan tetapi tindakan 
risywah ini masuk ke rana jarimah dengan hukuman ta‟zir.51 
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Pengertian jarimah menurut istilah para fuqoha yang dinamakan 
jarimah ialah larangan-larangan syara yang ancaman hukumanya had atau 
ta‟zir. Yang dimaksud dengan larangan adalah mengakibatkan perbuatan 
terlarang atau mengakibatkan perbuatan yang diperintahkan, syara‟ suatu 
ketentuan yang berasal dari nas, had adalah ketentuan hukum yang sudah 
ditentukan oleh Allah, sedangkan ta‟zir ialah hukuman atau pengajaran 
yang besar kecualinya ditetapkan oleh penguasa.
52
 
c. Jarimah Ta‟zir 
Ta‟zir adalah hukuman atas tindakan pelanggaran yang tidak 
diatur secara pasti dalam hukum hud. Hukuman ini berbeda-beda, 
sesuai dengan perbedaan kasus dan pelakunya. Dari satu segi, takzir 
ini sejalan dengan hukum hud  yakni tindakan yang dilakukan untuk 
memperbaiki perilaku manusia, dan untuk mencegah orang lain agar 
tidak melakukan tindakan yang sama.
53
 
Syara‟ tidak menentukan macam-macam hukuman untuk 
setiap jarimah ta‟zir tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman 
dari yang seringan-ringanya samapai seberat-beratnya. Syari‟ah hanya 
menentukan sebagian jarimah ta‟zir, yaitu perbuatan-perbuatan yang 
selamanya akan dianggap jarimah seperti; riba, mengelapkan titipan, 
memaki-maki orang, suap-menyuap dan sebagainya. 
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Sedangkan sebagian jarimah ta‟zir yang diserahkan kepada 
penguasa untuk menentukanya dengan syarat harus sesuai dengan 
kepentingan-kepentingan masyarkat dan tidak boleh berlawanan 
dengan nash-nash (ketentuan syara‟) dan prinsip-prinsip umum.  
d. Macam-macam Jarimah Ta‟zir 
1. Jarimah ta‟zir yang berkaitan dengan pembunuhan 
Adanya sanksi ta‟zir kepada pembunuh sengaja yang dimaafkan 
dari qisas dan diyat adalah aturan yang baik dan membawa 
kemaslahatan. 
2. Jarimah ta‟zir yang berhubungan dengan pelukaan 
Imam Malik berpendapaat bahwa ta‟zir dapat dikenakan pada 
jarimah pelukaan yang qisasnya dapat dihapuskan atau 
dilaksanakan karena sebab hukum.
54
 
3. Jarimah ta‟zir berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan 
dan kerusakan akhlak. 
Diantara kasus perzinahan yang diancam dengan hukum ta‟zir 
yaitu perzinahaan yang tidak memenuhi syarat untuk dijatuhi 
hukuman had atau terdapat syubat. 
4. Jarimah ta‟zir yang berkenan dengan harta 
Perbuatan maksiat dalam kategori ini diantarannya pencopetan, 
pencobaan pencurian, ghasab, penculikan dan perjudian. Oleh 
karena itu perampokan dan pencurian yang tidak memenuhi 
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persyaratan untuk dijatuhi hukuman had maka termaksud jarimah 
ta‟zir yang diancam dengan jarimah ta‟zir. 
5. Jarimah ta‟zir yang berkaitan dengan kemaslahatan individu 
Suap-menyuap diharamkan dalam al-Quran dan hadis Allah 
berfirman dalam surat al-Maidah (5):42, yang berbunyi: 
             
               
                   
      
Artinya:“mereka itu adalah orang-orang yang suka 
mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram 
(hasil suap dan sebagainya)”.(Q.S. Al-Maidah:42).55 
6. Jarimah ta‟zir yang berkaitan dengan keamanan dan kestabilan 
pemerintah. 
Para Ulama memberi contoh seorang hakim yang zalim 
menjatuhkan hukuman kepada orang yang tidak bersalah.
56
 
Hukum perbuatan risywah disepakati para ulama adalah haram, 
khususnya risywah yang terdapat unsur membenarkan yang salah dan 
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menyalahkan yang mestinya benar. Berkaitan dengan sanksi hukum bagi 
pelaku risywah, tanpaknya tidak jauh beda dengan sanksi hukum bagi 
pelaku ghulul, yaitu takzir sebab keduanya tidak termasuk dalam ranah 
qisas dan hudud. Abdullah Muhsin al-Thariqi mengemukakan bahwa 
sanksi hukum pelaku tindakan pidana suap tidak disebutkan secara jelas 
oleh syariat (Alquran dan hadis), mengingat sanksi tindakan pidana 
risywah masuk dalam kategori sanksi-sanksi takzir yang kompetensinya 
ada ditangan hakim.
57
 
Dalam beberapa hadits tentang risywah, para pihak yang terlibat 
dalam jarimah risywah dinyatakan terlaknat atau terkutuk, hal ini menjadi 
risywah dikategorikan kedalam dasar dosa-dosa besar. Karena tidak ada 
ketentuan tegas tentang jenis dan tata cara menjatuhkan sanksi maka 
risywah dimasukan dalam kelompok tindakan pidana takzir. Abdul Aziz 
Amir mengatakan bahwa karena dalam teks-teks dalil tentang tindak 
pidana risywah ini tidak disebutkan jenis sanksi yang telah ditentukan 
maka sanksi yang diberlakukan adalah hukuman takzir. Al Tahriki 
menjelaskan bahwa sanksi takzir bagi pelaku tindakan pidana risywah 
merupakan konsekuensi dari sikap melawan hukum Islam dan sebagai 
konsekuensi dari sikap menentang Allah.
58
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Berbagai peraturan perundang-undangan merupajan bentuk 
konkret dari konsep ta‟zir yang ditawarkan oleh fiqh jinayah, yaitu sebuah 
sanksi hukum yang tidak dijelaskan secara tegas mengenai jenis dan teknik 
serta tata cara pelaksaannya oleh Al-Qur‟an dan hadist-hadist Rasulullah, 
melainkan diserahkan kepada pemerintah dan hakim setempat. Saksi atau 
hukuman perilaku kejahatan risywah (suap-menyuap) berpariasi sesuai 
dengan tindakan kejahatan yang dilakukannya, bisa sanksi material, sanksi 
penjara, sanksi pemecatan jabatan, sanksi cambuk, pemboikotan hak-hak 
tertentu sampai hukuman mati. Namun terlepas dari pro dari kontra sanksi 
ini cukup efektif untuk membuat pelaku jerah.
59
 
D. Macam-Macam Bentuk Risywah 
Ibn Abidin dengan mengutip kitab al-fath, mengemukakan empat 
macam bentuk risywah, yaitu:
60
 
1. Risywah yang haram atas orang yang mengambil dan yang 
memberikanya, yaitu risywah untuk mendapatkan keuntungan dalam 
peradilan dan pemerintahan. 
2. Risywah terhadap hakim agar dia memutuskan perkara, sekalipun 
keputusanya benar, karena dia mesti melakukan hal itu (haram bagi 
yang memberi dan menerima). 
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3. Risywah untuk meluruskan suatu perkara dengan meminta penguasa 
menolak kemudaratan dan mengambil manfaat. Risywah ini haram 
bagi yang mengambilnya saja. Sebagai alasan risywah ini dapat 
dianggap upah bagi orang yang berurusan dengan pemerintah. 
Pemberian tersebut digunakan untuk urusan seseorang, lalu dibagi-
bagikan hal ini halal dari dua sisi seperti hadiah untuk menyenangkan 
orang. Akan tetapi dari sisi haram, karena substansinya adalah 
kedzaliman. Oleh karena itu haram bagi yang mengambil saja, yaitu 
sebagai hadiah untuk menahan kedzaliman dan sebagai upah dalam 
menyelesakan perkara apabila disyaratkan. Namun bila tidak 
disyaratkan, sedangkan seseorang yakin bahwa pemberian itu adalah 
hadiah yang diberikan kepada penguasa, maka menurut ulama 
Hanafiyah tidak apa-apa. Kalau seseorang melaksanakan tugasnya 
tanpa disyaratkan, dan tidak pula karena ketamaannya, maka 
memberikan hadiah kepadanya halal, namun makruh sebagaimana 
yang diriwayatkan dari Ibnu Mas‟ud.  
4. Risywah untuk menolak ancaman atas diri atau harta, boleh bagi yang 
memberikan dan haram bagi orang yang mengambil. Hal ini boleh 
dilakukan karena menolak kemudaratan dari orang muslim adalah 
wajib, namun tidak boleh mengambil harta untuk melakukan yang 
wajib. 
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BAB III 
HUKUMAN MONEY POLITIC DALAM PEMILUKADA MENURUT 
HUKUM POSITIF DI INDONESIA 
A. Pengertian Money Politic 
Money politic dalam Bahasa Indonesia adalah suap, arti suap dalam 
buku kamus Bahasa Indonesia adalah uang suap.
1
 Politik uang adalah 
suatu upaya mempengaruhi orang lain (masyarakat) dengan menggunakan 
imbalan materi atau dapat juga diartikan jual-beli suara pada proses politik 
dan kekuasaan serta tindakan membagi-bagikan uang, baik milik pribadi 
atau partai untuk mempengarusi suara pemilu. 
Maka politik uang adalah semua tindakan yang disengaja oleh 
seseorang atau kelompok dengan memberi atau menjanjikan uang atau 
materi lainnya kepada seseorang supaya menggunakan hak pilihnya 
dengan cara tertentu atau tindakan menggunakan hak pilihnya untuk 
memilih calon tertentu atau dengan sengaja menerima atau memberikan 
dana kampanye dari atau kepada pihak-pihak tertentu.
2
 
Dengan demikian money politic adalah suatu bentuk pemberian 
atau janji menyuap seseorang baik supaya orang itu tidak menjalankan 
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haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya 
dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum. Pemberian bisa dilakukan 
dengan cara pemberian uang maupun berupa barang. Supaya untuk 
menarik simpati masyarakat. 
Menurut pakar hukum tata Negara Universitas Indonesia, Yusril 
Ihza Mahendra, defenisi money politic atau risywah sangat jelas, yakni 
mempengaruhi massa pemilu dengan imbalan materi. Yusril mengatakan, 
sebagaimana yang dikutip oleh Indra Ismawati kalau kasus money politic 
bisa dibuktikan, pelakunya dapat dijerat dengan tindak pidana, yakni 
penyuapan.
63
 
B. Money Politic (Suap-Menyuap) dalam Hukum Positif 
Suap atau sogok adalah suatu pemberian dalam bentuk uang 
maupun hadiah yang diberikan kepada orang lain dengan mengharapkan 
imbalan tertentu yang bernilai lebih besar. Nama lain dari suap atau sogok 
adalah risywah. Menurut Al-Fayyumi mengatakan risywah secara 
terminologi berati pemberian yang diberikan seseorang kepada hakim atau 
lainya untuk memenangkan perkaranya memenuhi apa yang ia inginkan.
64
 
Menurut pendapat Rusdjdi Hamka, risywah politik tidak berbeda dengan 
suap. Adapun pengertian politik uang adalah pertukaran uang dengan 
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posisi atau kebijakan atau keputusan politik yang mengatasnamakan 
kepentingan pribadi atau kelompok atau partai.  
Secara umum risywah politik bisa diartikan sebagai upaya untuk 
mempengaruhi pelaku orang dengan menggunakan imbalan tertentu. Ada 
yang mengertikan risywah politik sebagai tindakan jual beli suara pada 
sebuah proses politik dan kekuasaan. 
Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindakan 
Pidana Suap pasal (2) dan (3) menyatakan yang dimaksud dengan suap 
atau sogok ialah pasasl (2) :“memberi atau menjanjikan sesuatu kepada 
seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat 
sesuatu  atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan 
dengan kewenangan atau kewajiban yang menyangkut kepentingan 
umum” 
Pasal (3)“menerima sesuatu atau janji, sedangkan ia mengetahui 
atau patut dapat menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji itu 
dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam 
tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang 
menyangkut kepentingan umum” 
Dalam rangka pembrantasan korupsi, pemerintah telah membentuk 
kerangka yuridis berupa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 
Tahun 2001 sebagai perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomer 31 Tahun 1999 tentang Pembrantasan Tindak Pidana Korupsi ( UU 
46 
 
 
PTPK 2001 Jo. 1999 ) penyuapan merupakan istilah yang dituangkan 
dalam Undag-Undang sebagai salah satu hadiah atau janji ( giften / 
beloften ) yang diberikan atau diterima meliputi penyuapan aktif dan 
penyuapan pasif ada 3 unsur yang esensial dari tindakan pidana suap yaitu 
menerima hadiah atau janji, berkaitan dengan kekuasaan yang melekat 
terhadap jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya.
65
 
Menurut Undang-Undang Repulik Indonesia Nomor 11 Tahun 
1980 tentang Tindakan Pidana Suap, suap didefinisikan sebagai memberi 
atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk 
membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu 
dalam tugasnya yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajiban 
yang menyangkut kepentingan umum.
66
 
Suap atau sogok adalah suatu pemberian dalam bentuk hadiah yang 
diberikan kepada oranglain dengan mengrap imbalan tertentu yang bernilai 
lebih besar. Selain itu, risywah ialah pemberian apa saja berupa uang atau 
yang lainya kepada penguasa, hakim atau pengurus suatu urusan agar 
memutuskan perkara atau menangguhkanya sesuai dengan kehendak 
pemberi dengan cara dzolim.  
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Menurut pakar hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Yusril 
Ihza Mahendra definisi risywah politik sangat jelas, yakni mempengaruhi 
masa pemilu dengan imbalan materi. Yusril mengatakan, sebagaimana 
yang dikutip oleh Idra Ismawan. Kalau kasus risywah politik bisa 
dibuktikan, maka pelakunya dapat dijerat dengan pasal tindak pidana 
penyuapan.
67
 
Pemahaman tentang risywah politik sebagai tindakan membagi-
bagi uang (berupa milik pribadi atau partai). Mehami risywah politik 
sebagai praktik pemberian uang maupun barang atau menjanjikan sesuatu 
kepada seseorang maupun masa atau secara kelompok, untuk 
mendapatkan keuntungan politik.   
Secara yuridis formal ketentuan yang sering dianggap sebagai 
norma politik uang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Pasal 30 
ayat 1, ayat 2, dan ayat 3.  
1) Menyatakan setiap pelaksanaan kampanye pemilu yang dengan 
sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainya sebagai 
imbalan kepada peserta kampanye. Pemilu secara langsung ataupun 
tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 89 dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling 
banyak Rp 24.000.000- (dua puluh empat juta rupiah).  
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2) Setiap pelaksanaan, peserta, atau petugas kampanye pemilu yang 
dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan 
imbalan uang atau materi lainya kepada pemilih secara langsung atau 
tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling 
banyak Rp. 48.000.000-, (empah puluh delapan juta rupiah).  
3) Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pengumutan suara 
menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainya kepada pemilih 
untuk tidak menggunakan hak pilihanya atau memilih peserta pemilu 
tertentu dipidana dengan pidana penjara palaing lama 3 (tiga) tahun 
dan denda paling banyak Rp.36.000.000-, (tiga puluh enam juta 
rupiah).
68
 
Dalam pasal 301 tersebut yaitu ayat (1) yang melakukan 
pelanggaran tindakan pidana pemilu politik uang, pada masa kampanye 
sengaja melakukan dengan memberikan imbalan uang dan materi lainya 
dikenakan sanksi pidana berdasarkan pelanggaran yang dilakukan. 
Pelanggaran tindak pidana politik uang pada masa kampanye berlangsung 
melanggar aturan undang-undang pemilu pasal 301 ayat (1) dan aturan 
yang dibuat KPU. 
Ada beberapa macam pemberian uang dari calon anggota legislatif 
ke masyarakat yang terlibat dengan politik uang, sebgai berikut : 
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1) Melalui tim sukses caleg 
2) Melalui orang terdekat 
3) Pemberian langsung oleh kemasyarakat 
4) Dalam bentuk undian  
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah, mengenai politik uang diatur dalam pasal 82 ayat  (1), dan ayat (2) 
serta pasal 117 ayat (2) yaitu : 
1) Pasal 82 ayat (1) pasangan atau calon tim kampanye dilarang 
menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainya untuk 
mempengaruhi pemilih . 
2) Ayat (2) pasangan calon atau tim kampanye yang terbukti melakukan 
pelanggaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berdesarkan 
putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap 
dikenai sanksi pembatan sebagai pasangan calon oleh DPRD 
3) Pasal 117 ayat (2) setiap orang yang dengan sengaja memberi atau 
menjanjikan uang atau materi lainya kepada seseorang supaya tidak 
mengunakan hak pilihnya, atau memilih pasangan calon tertentu, atau 
menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat 
suaranya menjadi tidak sah, diancam hukuman penjara paling singkat 2 
(dua) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan denda paling 
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sedikit Rp.1.000.000-, (satu juta rupiah) dan paling banyak 
Rp.10.000.000-, (sepuluh juta rupiah).
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Apalagi menurut Pasal 301 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2013 
mensyaratkan 3 hal tentang regulasi, yaitu masa kampanye, masa tenang, 
dan hari pencoblosan. Tiga varian itu mempunyai varian berbeda. Dimasa 
kampanye mengisyaratkan politik sanksi politik uang diberikan bagi yang 
terdaftar di tim kampanye. Sementara memasuki masa tenang yang dikenai 
Undang-Undang adalah pemilihan itu sendiri. Padahal syarat pemilihan 
harus terdaftar sebagai pemilihan dalam Daftar Pemilihan Tetap (DPT).  
Maka terdapat cela jika pelaku itu tak terdaftar di DPT. Sedangkan 
regulasi pada hari pencoblosan dalam Undang-Undang tersebut adalah 
bagi siapa saja, namun yang diberikan sanksi adalah pemberi uang saja. 
Sedangkan dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah maupun dalam 
Pasal 42 Undang-Undang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden hanya 
menjerat peserta pemilu dan tim kampanye untuk pelanggaran polotik 
uang, padahal belum tentu yang melakukan mereka melainkan dilakukan 
oleh orang lain sebagai suruhan atau merupakan tim bayangan.
70
 
Penyuapan terdapat terdapat pada beberapa pasal setidaknya 
terdapat disebutkan sebanyak 12 kali. Dan penyebutannya terdapat pada 
pasal 5 ayat 1 huruf a, b, pasal 5 ayat 2, pasal 6 ayat 1, pasal 11, pasal 12 
huruf a, b, c, d, dan pasal 13 Undang-Undang Nomor. 20 tahun 2001. 
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Bahwasanya penyuapan merupakan tindak yang menjanjikan sesautu 
terhadap pegawai negri atau bukan yang memiliki wewenang terhadap 
kewajibannya. Sehingga yang disebut janji, hadiah, yang memiliki maksud 
dibalik itu, maka dapat dikata gorikan tindak penyuapan baik yang 
menerima, memberi dapat dikenai sanksi hukum karena melanggar 
perbuatan penyuapan.
71
 
Ketentuan pidana mengenai politik uang dicantumkan dalam pasal 
187 A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan 
Gubernur, Bupati, dan Walikota bahwa setiap orang yang dengan sengaja 
menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainya sebagai imbalan 
untuk mempengaruhi pemilih agar tidak mengunakan hak pilihnya dengan 
cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, 
atau tidak memilih calon tertentu diancam pidana paling lama 72 (tujuh 
puluh dua) bulan dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000;00 (satu 
milyar rupiah).
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Dari Undang-Undang tersebut, praktek politik uang dapat 
dikategorikan sebagai pelanggaran adminitratif pemilihan atau tindak 
pidana pemilihan. Sehingga pelaku politik uang dapat diberikan dua 
macam sanksi, sanksi adminitratif dan sanksi pidana mengacu pada pasal 
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73 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 (Undang-Undang 
Pilkada). Sanksi adminitratif berlaku untuk pasangan calon, yang mana 
apabila pasangan calon terbukti melakukan politik uang, bawalsu dapat 
melakukan pembatalan sebagai pasangan calon kepala daerah. Sementara 
sanksi pidana, dapat diberikan tidak hanya pada calon atau pasangan calon 
namun juga anggota partai, tim kampanye, dan relawan. Sanksi 
administratif tidak dapat mengugurkan sanksi pidana.
73
 
C. Unsur-Unsur dan Faktor-faktor yang Mendorong Masyarakat  untuk 
Melakukan Money Politic atau Risywah (Suap-menyuap) 
1. Setelah dikemukakan berbagai versi definisi risywah, maka dapat 
digaris bahwa unsur-unsur risywah adalah: 
a) Adanya pemberian atau janji yang bertujuan untuk menarik simpati 
orang lain. 
b) Pemberian atau janji tersebut dengan tujuan untuk membatalkan 
yang haq, merelalisasikan kebatilan, mencari keberpihakan yang 
tidak dibenarkan, mendapatkan sesuatu yang bukan menjadi 
haknya atau memenagkan perkaranya. 
c) Suapan, yaitu harta atau uang maupun jasa yang diberikan sebagai 
sarana untuk mendapatkan sesuatu yang didambakan diharapakan 
atau diminta. 
Dilihat dari unsur-unsur yang tercangkup dalam suap menyuap ini, 
maka politik uang bisa dikiaskan dengan suap menyuap. Perbuatan 
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tersebut dilakukan oleh pelaksana, peserta, dan petugas kampanye pemilu. 
Apalagi dilihat secara subtantif, regulasi tentang politik uang ini memang 
syarat kelemahan baik dalam Undang-Undang Parpol, Undang-Undang 
Pemilu, Undang-Undang Pilpres dan Undang-Undang Pemda (Pilkada). 
Didalamya masih terbuka cela untuk mensiasati karena terkadang 
pemberian-pemberian tersebut dikemas dalam bentuk sumbangan masjid, 
pesantren, dan bantuan infrastruktur pada masyarakat.  
Unsur risywah dalam rumusan pasal undang-undang korupsi 
menduduki posisi kedua setelah unsur khianat. Terdapat dalam pasal 5 
ayat (1) huruf a dan b, pasal 5 ayat (2), pasal 6 ayat (1), huruf a dan b, 
pasal 6 ayat (2), pasal 11, pasal 12 huruf a,b,c,d, dan pasal 13 Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 
2001.
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2. Ada beberapa faktor yang melibatkan masyarakat terlibat dalam money 
politic, yaitu:
75
 
a. Kemiskinan  
Sebagai kita tau angka kemiskinan diIndonesia cukup tinggi. 
Kemiskinan adalah dimana ketidak mampuan untuk memenuhi 
kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, 
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pendidikan, dan kesehatan. Kondisi miskin tersebut seperti 
memaksa dan menekan sebagian masyarakat untuk 
mendapatkan uang. Money politic pun menjadi ajang para 
masyarakat untuk mendapatkan uang. Mereka yang menerima 
uang terkadang tidak memikirkan konsekuensi yang akan 
diterima yaitu, tindakan suap dan jual beli suara yang jelas 
melanggar hukum. Yang terpenting adalah mereka mendapat 
uang dan dapat memenuhi kebutuhan hidupanya. 
b. Rendahnya Pengetahuan Masyarakat Tentang Politik 
Tidak semua orang tahu apa itu politik, bagaimana bentuknya, 
serta apa yang ditimbulkan dari politik. Itu semua bisa 
disebabkan karena tidak ada pembelajaran tentang politik 
disekolah-sekolah ataupun masyarakat sendiri yang memang 
acuh terhadap politik di Indonesia. Sehingga ketika ada pesta 
politik, seperti pemilu, masyarakat tersebut akan bersikap acuh 
dengan pemilu. Tidak mengenal partai, tidak masalah. Money 
politic dianggap tidak masalah bagi mereka. Mereka tidak akan 
berpikir jauh kedepan bahwa permainan money politic justru 
merugika diri mereka sendiri.  
c. Kebudayaan  
Saling memberi dan jika mendapat rezeki, tidak boleh ditolak. 
Begitulah ungkapan yang sering diutarakan masyarakat 
Indonesia. Uang dan segala bentuk politik uang dari peserta 
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pemilu dianggap sebagai rezeki bagi masyarakat yang tidak 
boleh ditolak. Dan karena sudah diberi, secara otomatis 
masyarakat harus memberi sesuatu pola untuk peserta pemilu, 
yaitu dengan memilih, menjadi tim sukses, bahkan ikut serta 
mensukseskan money politic demi memenangkan peserta 
pemilu. 
D. Dampak dari Money Politic  
Bukan hanya rakyat (konstituen) yang menuntukan citra 
pemilukada (pemilihan umum kepala daerah), tetapi siapapun yang 
mempengaruhi rakyat guna mendapatkan dukungan dari rakyat juga besar 
pengaruhnya terhadap citra demokrasi. Salah satu penyakit politik dan 
penyimpangan hukum yang menodai citra pesta demokrasi (pemilukada) 
adalah politik uang atau dalam Islam disebut risywah. Karena politik uang 
hanya akan membuat masa depan Negara menjadi makin terpuruk sebagai 
Negara tanpa etika.  
Jika seperti itu, peserta demokrasi yang ikut serta dalam 
pemilukada secara langsung yang disebut representasi demokrasi berbasis 
kerakyatan, sulit atau mustahilbisa mencerminkan peserta suci yang 
menjalankan, menghidupkan dan memberdayakan pendidikan demokrasi, 
karena polaa kompetisinya sudah dikendalikan oleh uang.  
Bentuk politik uang yang pertama yaitu berupa barang dan 
berbagai jenis macamnya seperti uang tunai, beras, sembako, dan kupon 
belanja. Semua bentuk politik uang ini dibagikan melalui perantara tim 
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sukses dengan caranya masing-masing. Sedangkan bentuk yang kedua 
berupa kolektif kelompok terbagi menjadi beberapa jenis yaitu berupa 
janji pembangunan infastruktur, janji mensejahterakan rakyat, dan janji 
membangun sarana dan prasarana tempak ibadah maupun tempat umum. 
Banyak sekali dampak dari politik uang baik dari masyarakat 
maupun anggota legeslatif, terutama bagi masyarakat itu sendiri, jika 
memilih pemimpin yang menggunakan uang sebagai alat menarik simpati 
maka dampaknya yaitu: 
1. Dapat dikenakan sanksi pidana. 
2. Tidak mendapatkan pemimpin yang amanah, jujur dan bermartabat 
3. Tidak diperhatikan hak-haknya sebagai rakyat 
Untuk anggota legislatif jika terpilih maka tidak ada sesuatu yang 
diperjuangkan karena sang calon akan sibuk selama 5 tahun atau periode 
tertentu untuk mengembalikan semua kerugianya yang telah dikeluarkan 
untuk menyuap para pemilih. Untuk menggembalikan kerugian yang 
terjadi saat kempanye, dan hal ini mendorong calon terpilih untuk 
melakukan korupsi. 
Apabila kasus korupsi ini terjadi maka dampaknya akan lebih besar 
dan berpengaruh pada sebuah roda pemerintahan. Seperti sebagai berikut: 
a. Berkurangnya Kepercayaan terhadap Pemerintah 
Akibat pejabat pemerintah melakukan korupsi mengakibatkan 
berkurangnnya kepercayaan terhadap pemerintah tersebut. Hal ini 
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akan mengakibatkan pembangunan ekonomi serta menganggu 
stabilitas perekonomian negara dan stabilitas politik. 
b. Berkurangnya Kewibawaan Pemerintah dalam Masyarakat 
Apabila banyak dari pejabat pemerintahan yang melakukan 
penyelewengan keuangan negara, masyarakat akan bersifat apatis 
terhadap segala anjuran dan tindakan pemerintah. 
c. Menyusutnya Pendapatan Negara 
Penerimaan negara untuk pembangunan didapat dari dua sektor, yaitu 
dari pungutan bea dan penerimaan pajak. Pendapatan negara dapat 
berkurang apabila tidak diselamatkan dari penyeludupan dan 
penyelewengan oleh oknum pejabat pemerintahan pada sektor-sektor 
penerimaan negara tersebut 
d. Rapuhnya Keamanan dan Ketahanan Negara 
Keamanan yang ketahanan Negara akan menjadi rapuh apabila para 
pejabat pemerintah mudah disuap karena kekuatan asing yang hendak 
memaksakan idiologi atau pengaruhnya terhadap bangsa Indonesia 
akan menggunakan penyuapan sebagai sesuatu saran untuk 
mewujudkan cita-citanya. 
e. Perusak Mental Pribadi 
Seseorang yang melakukan penyelewengan dan penyalagunaan 
wewenang mentalnya akan menjadi rusak. 
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f. Hukum tidak Lagi Dihormati 
Negara kita merupakan negara hukum dimana segala sesuatu harus 
didasarkan pada hukum. Cita-cita untuk menggapai tertib hukum tidak 
akan terwujud apabila para penegak hukum melakukan tindakan 
korupsi sehingga hukum tidak dapat ditegakan, ditaati, serta tidak 
diindahkan oleh masyarakat.
76
 
Dampak korupsi terhadap perekonomian dan pembangunan 
nasional pada umumnya dipandang negatif. Korupsi dapat menghambat 
pertumbuhan dan pengembangan wiraswasta yang sehat, dan di samping 
itu tenaga profesional kurang atau tidak dimanfaatkan pada hal yang 
potensi bagi pertumbuhan ekonomi.
77
 
Bahwa untuk mencegah hal itu masyarakat harus paham prinsip-
prinsip demokrasi. Yang telah dipaparkan sebagai berikut: 
1. Demokrasi merupakan sistem politik yang diaplikasikan dalam 
pemerintahan dimana setiap induvidu yang telah dewasa memiliki 
hak-hak menentukan pemimpin pemerintahanya.  
2. Demokrasi memiliki fungsi utama, salah satunya adalah memberikan 
jaminan dan menjaga hak-hak asasi warga negara, seperti hak-hak 
untuk menyatakan pendapat, hak berserikat, hak untuk beragama 
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maupun untuk tidak beragama, hak diperlakukan setara, dan 
sebagainya. 
3. Sistem demokrasi memiliki mekanisme dan prosedur pergantian 
pemimpin pemerintah secara reguler. 
4. Selaku warga negara dalam sistem politik demokrasi, tidak hanya 
memiliki hak, tetapi juga memiliki kewajiban dan tanggung jawab. 
Seperti mempertahankan hak-hak politiknya.  
5. Masyarakat yang demokratif memiliki warga negara yang senantiasa 
mengedepankan toleransi, kerja sama dan kompromi demi untuk 
kebaikan masyarakat luas.
78
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BAB IV 
ANALISA TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TENTANG MONEY 
POLITIC PEMILUKADA DI INDONESIA 
A. Hukum Money Politic Dalam Pemilukada 
Pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) dalam rangka 
memilih pemimpin baru di Negara ini akan terus berlangsung disetiap 
daerah, sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-Undan Nomor 12 
tahun 2003 tentang pemilu.
1
 Dalam pelaksanaan pemilukada setiap warga 
Negara diperlakukan sama dimata hukum dan memiliki hak suara atau hak 
pilih. 
Namun kenyataanya  kecurangan dalam pelaksanaan pemilukada 
sudah menjadi hal yang lazim dikalangan masyarakat bahkan para pelaku 
kecurangan berusaha menampilkan ketidak konsistenan dalam 
berdemokrasi, misalnya saat menghitung suara ditingkat tempat 
pemungutan suara (TPS) atau merekapitulasi perhitungan suara ditingkat 
kelurahan atau kecamatan. Bahkan kecurangan ini lebih terang-terangan 
menjelang pelaksanaan pemilukada, tim sukses atau orang suruhan yang 
berkeliaraan dikampung menawari imbalan uang atau fasilitas, jika warga 
mau memilih salah satu calon yang dijagokan. Masa praktek seperti ini 
berlangsung selama masa sosialisasi, masa kampanye, dan bahkan sampai 
pada saat menjelang pencoblosan. Bahkan tindakan terakhir dari tim 
sukses maupun orang suruan ini sangat mengerikan yaitu dikenal dengan 
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serangan fajar. Praktek kecurangan seperti ini sangat mulus dan 
masih terus dipelihara sekarang.
80
 
Praktek seperti ini sangat disayangkan, karena akan mencidrai 
demokrasi yang tengah dibangun di Negara ini, dan juga menghianati 
prinsip pemilukada yang jujur, adil dan damai. Money politic sangat 
merendahkan warga dan membuat pemimpin yang terpilih dengan cara 
seperti itu tidak akan bisa menghargai warganya. Dari sinilah awal 
mulanya terjadinya karupsi, penyalahgunaan wewenangan dan 
mengabaikan hak-hak warganya. 
Kecurangan dalam pemilukada bukan hanya sesuatu yang salah 
secara moral, tetapi sebuah bentuk pelanggaran hukum. Setiap pembelian 
dan penjualan suara, baik yang dilakukan dikampung, TPS, kantor 
kelurahan dan kecamatan, baik yang melibatkan warga biasa maupun tim 
sukses maupun para pejabat Negara adalah pelaku tindakan kejahatan. 
Maka dari penjelasan tersebut mendapatkan gambaran bahwa calon seperti 
bupati, kades, walikota, gubernur yang memberikan uang pada rakyat agar 
dipilih. Hal seperti itu tidak ada bedanya dengan seseorang yang memberi 
uang pada polisi agar tidak ditilang, orang yang berpekara di pengadilan 
yang memberikan uang kepada jaksa maupun hakim agar tuntutan dan 
keputusan hukum diperingan, serta memberikan uang kepada pejabat 
tertentu agar diterima menjadi PNS dan lain sebagainya. 
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Fenomena ini terus berkembang dan menjadi sebuah pembodohan 
terhadap rakyat dalam berdemokrasi, semntara persoalan-persoalan  yang 
menjadi kebutuhan rakyat seperti kemiskinan, peluang kerja, maupun 
pendidikan dan kesehatan, justru tidak tersentuh secara serius dan tuntas. 
Sehingga tidak aneh apabila muncul partisipasi masyarakat terhadap 
pemilukada. Mereka lebih tertarik kepada uang yang dibagikan para calon, 
dari pada memperhatikan progam-progam, visi dan misi yang di tawarkan 
calon. Sepanjang pelaksanaan pemilukada dilangsungkan, persoalan-
persoalan pemilukada hanya berkisar pada godaan uang, penyalahgunaan 
kekuasaan dan ancaman bagi pihak yang bersebrangan.  
Kondisi rakyat yang sedang membutuhkan, sementara para kadidat 
memiliki banyak uang, akhirnya terjadi kepentingan politik uang. Rakyat 
butuh uang, kadidat butuh dukungan suara, kondisi seperti inilah yang 
mendorong terjadinya jual beli suara dalam pemilukada. Inilah yang 
dinamakan demokrasi jual beli suara. Hal itu yang melanggar hak asasi 
manusia, sekaligus melangar hak konstitusional warga Negara dalam 
bidang politik. 
Praktek politik uang sudah begitu menyebar ke berbagai sendi 
kehidupan masyarakat. Politik uang ini merupakan tindakan pidana 
korupsi berupa suap menyuap. Uang yang digunakan untuk membeli suara 
masyarakat itu biasanya bersumber dari pihak-pihak yang kepentingan 
tertentu, persoalan politik uang ini harus dilihat dari unsur-unsur yaitu : 
pertama unsur sebab ialah adanya maksud dan tujuan untuk 
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mempengaruhi aspirasi dan pandangan politik seseorang, kedua unsur 
unsur akibat ialah unsur dari tindakan pemberian uang atau barang 
tertentu. 
Tindak pidana politik uang merupakam tindak pidana jenis 
pelanggaran terhadap undang-undang yang telah disusun oleh KPU, dan 
tidakan pidanya adalah delik aduan. Karena politik uang deliknya aduan 
maka jika tidak ada yang melaporkan dan mengadukan kepada pihak yang 
berwenang maka tidak akan terjadi tindak pidana dan tidak bisa 
dilanjutkan. Dari keterangan diatas dapat mengetahui adanya sanksi 
hukum yang lebih berat bagi pelanggar tindak pidana politik uang. 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 pasal 139 ayat (2) Tentang 
Pemilu didalam ketentuan pidana, undang-undang tersebut menyatakan 
bahwa “setiap orang dengan sengaja memberi atau menjanjikan uang 
kepada seseorang supaya tidak menggunakan hak pilihnya, atau memilih 
peserta pemilu tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara terntu 
sehingga surat suaranya menjadi tidak sah, diancam dengan pidana penjara 
paling singkat 2 ( dua bulan ) atau paling lama 12 ( dua belas bulan ) atau 
denda paling sedikit Rp.1000.000,- (satu juta rupiah ) atau paling banyak 
Rp.10.000.000,- ( sepuluh juta rupiah ).
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 pasal 77 ayat 1 dan 2 
Tentang Kampanye Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
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2003 Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2014 tentang 
Kampanye dan Dana Kampanye dalam pasal 42 ayat yang intinya 
menyebutkan bahwa “pasangan calon dilarang menjanjikan atau 
memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilu. 
Pada bab XII ketentuan pidana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2003 pasal 90 ayat 2 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil 
Presiden berbunyi “ setiap orang yang dengan sengaja memberi atau 
menjanjikan uang atau materi lainya kepada seseorang supaya hak 
pilihnya, atau memilih pasangan calon tertentu, atau menggunakan hak 
pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya menjadi tidak sah, 
diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua bulan) atau paling 
lama 12 (dua belas bulan) atau denda palinf sedikit Rp.1000.000,- (satu 
juta rupiah) atau paing banyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). 
Undang-Undang Tindakan pidana Korupsi pasal 5 ayat (1) terdapat 
kesamaan antara korupsi dan risywah, dimana kosupsi yaitu memberi atau 
menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, 
dimana pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut supaya berbuat 
atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan 
kewajibannya.
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Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah, mengenai politik uang diatur dalam pasal 82 ayat  (1), dan ayat (2) 
serta pasal 117 ayat (2) yaitu : 
4) Pasal 82 ayat (1) pasangan atau calon tim kampanye dilarang 
menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainya untuk 
mempengaruhi pemilih . 
5) Ayat (2) pasangan calon atau tim kampanye yang terbukti melakukan 
pelanggaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berdesarkan 
putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap 
dikenai sanksi pembatan sebagai pasangan calon oleh DPRD 
6) Pasal 117 ayat (2) setiap orang yang dengan sengaja memberi atau 
menjanjikan uang atau materi lainya kepada seseorang supaya tidak 
mengunakan hak pilihnya, atau memilih pasangan calon tertentu, atau 
menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat 
suaranya menjadi tidak sah, diancam hukuman penjara paling singkat 2 
(dua) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan denda paling 
sedikit Rp.1.000.000-, (satu juta rupiah) dan paling banyak 
Rp.10.000.000-, (sepuluh juta rupiah).
83
 
Putusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) suap (risywah) adalah 
pemberian yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain (pejabat) 
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dengan maksud memeluskan sesuatu perbuatan yang batil (tidak benar 
menurut syariah) atau membatilkan perbuatan yang hak. 
84
 
Money politic dalam pemilukada termaksud katagori risywah. 
Bahkan tindakannya yaitu menerima dan mengambil sesuatu yang bukan 
haknya sama dengan tindakan korupsi. Dalam hukum Islam, ada beberapa 
istilah yang terkait dengan mengambil harta tanpa hak, seperti: ghasb, 
ikhtilas, sariqoh, dan ghulul. Semuanya mengandung makna yang berbeda 
akan tetapi semua istilah bermaksud dalam penggunaan hak dan 
pengambilan harta dengan cara yang tidak benar.
85
 
Pada syariat Islam dikenal sebagai hadiah atau hibah, menurut 
terminologi fiqh hadiah adalah suatu pemberian dengan tujuan 
mengekspresikan kecintaan agar balik dicintai atau setidaknya bertujuan 
mendapatkan pahala. 
Realitanya hadiah telah teridentifikasi dengan maksud dan tujuan 
tersembunyi karena adanya keinginan tertentu. Hadiah seperti ini dilarang 
dan diharamkan dalam Islam. Hadiah pada hakikatnya adalah pemberian 
kepada orang lain yang telah berjasa ataupun hadiah sebagai penghargaan 
atas karya atau prestasi seseorang.  Hadiah dan hibah dapat dilakukan pada 
siapa saja.  
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Didalam Al-Qur,an, risywah digolongkan dalam kata umum batil, 
yaitu meliputi juga perbuatan pidana lain seperti merampok, menipu, 
memeras dan termasuk praktek jual belai hak suara untuk kepentingan 
tertentu. Islam sangat melarang umatnya dan perbuata semacam itu. 
Seperti sabda Rasulullah saw yang berbunyi: 
 ُوَبأ اَن َث َّدَح ْنَع ٍبْئِذ بَِأ ُنْبا اَن َث َّدَح ُّيِدَقَعْلا ٍرِماَع ُوَبأ اَن َث َّدَح َّنَثُ
لما ُنْب ُد َّمَُمُ ىَسوُم  ِِولاَخ
 بَِأ ْنَع ِنَْحمَّرلا ِدْبَع ِنْب ِثِرَالحْا  ُوَّللا ىَّلَص ِوَّللا ُلوُسَر َنَعَل َلَاق َو ٍرْمَع ِنْب ِوَّللا ِدْبَع ْنَع َةَمَلَس
 ْيَلَع 
ُ
لماَو َيِش اَّرْلا َمَّلَسَو ِو َيِشَتْر )يذمترلا هاور(  
Ahmad bin Musa bin Mutsanna menceritakan kepada kami, Abu 
„Amir al-„Aqdi menceritakan kepada kami, Abi Dzi‟bi menceritakan 
kepada kami dari Harits bin Abdurrahman, dari Abi Salamah, dari 
Abdullah bin Umar berkata bahwa Rasulullah Saw bersabda:”Rasulullah 
shallallahu‟alaihi wasallam melaknat orang yang menyuap dan yang  
menerima menerima suap”.  (HR. Tirmidzi),86 hadist ini menurut syaikh 
al-Albani dinyatakan shahih. Perbuatan risywah adalah perbuatan yang 
sangat keji dan berdosa.  
Allah telah berfirman dalam Al-Quran (Al-Baqarah ayat 188): 
                          
                   
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Artinya: “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian 
yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu 
membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan 
sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) 
dosa, Padahal kamu mengetahui”.(Q.S al-Baqarah ayat 188)87 
Kemudian Allah berfirman: (QS. al-Maidah ayat 42): 
                   
                     
               
Artinya: “Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita 
bohong, banyak memakan yang haram. Jika mereka (orang Yahudi) 
datang kepadamu (untuk meminta putusan), Maka putuskanlah (perkara 
itu) diantara mereka, atau berpalinglah dari mereka; jika kamu berpaling 
dari mereka Maka mereka tidak akan memberi mudharat kepadamu 
sedikitpun. dan jika kamu memutuskan perkara mereka, Maka putuskanlah 
(perkara itu) diantara mereka dengan adil, Sesungguhnya Allah menyukai 
orang-orang yang adil” (QS. Al-Maidah ayat 42)Seperti uang suap dan 
sebagainya.
88
 
Allah swt berfirman dalam Q.S Al-Maidah ayat 62-63: 
                     
                       
                         
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Artinya: “Dan kamu akan melihat kebanyakan dari mereka (orang-orang 
Yahudi) bersegera membuat dosa, permusuhan dan memakan yang haram. 
Sesungguhnya Amat buruk apa yang mereka telah kerjakan itu”. Mengapa 
orang-orang alim mereka, pendeta-pendeta mereka tidak melarang 
mereka mengucapkan Perkataan bohong dan memakan yang haram? 
Sesungguhnya Amat buruk apa yang telah mereka kerjakan itu.
89
 
Banyak hadist-hadist yang menjelaskan tentang keharaman 
risywah. Imam at Tirmdzi meriwayarkan dalan sunannya. 
 ْكُلحْا ِفِ َيِشَتْر
ُ
لماَو َيِشَّرلا َمَّلَس َو ِوْيَلَع ُوَّللا َّلَص ِوَّللا ُلْوُسَر َنَعَل : َلَاق ََةر َْيرُى ِبَِأ ْنَعيذمترلا هاور( ِم)  
 “Dari Abu Hurairoh r.a: Rasulullah saw melaknat orang yang 
menyuap dan yang menerimannya dalam masalah hukum”. ( HR. Al-
Tirmdzi).
90
 
Adapun menurut nash sahabat dan tabi‟in maupun ijma‟ hukum 
tentang risywah sebagai berikut Pertama: Rasulullah saw mengutus 
Abdullah bin Rawahah untuk mengunjunngi kaum Yahudi dengan tujuan 
mengambil pajak hasil tanaman kurma. Namun, kaum Yahudi 
membangkang, dan malah memberikan sedikit uang kepada Abdullah bin 
Rawahah sebagai suap. Maka dia pun menjawab: 
         َعاَم اَّمَأَفكلام هور( اَهُلُكَْأن َلااَّنِإَو ٌتْحُس اَهَّ نَِإف ِةَوْشَّرلا َنِم ْمُتْض َر)  
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“Adapun apa-apa kamu tawarkan berupa suap, maka 
sesungguhnya itu adalah makanan haram, kami tidak akan memakannya”. 
( HR. Malik).
91
 
Kedua: Umar Ibnu Khathab berkata dalam suratnya yang 
dikirimkan kepada Gubernur Sa‟ad bin Abi Waqqash, “jangan 
menggambil orang musyrik sebagai juru tulis bagi orang-orang muslim, 
sebab mereka mengambil suap dalam agamannya, sedangkan tidak ada 
suap sedikitpun dalam agama Allah”. Perkataan Umar bahwa suap itu 
tidak ada dalam agama Allah maksudnya adalah suap itu diharamkan.
92
 
Ketiga: Diriwayatkan dari Ibnu syaibah dengan sanad yang sahih, 
dari wali saudara sekandung Abi Salamah, yaitu salah satu toko tabi‟in, 
berkata, “jika seorang hakim mengambil hadiah berarti dia memakan 
harta haram, dan jika dia mengambil suap, maka itu akan membawanya 
kepada kekufuran”.93 
Keempat: Imam thabrani dari Ibnu Mas‟ud, dan dia berkata,” Suap 
dalam proses hukum itu termaksud kufur dan kufur terhadap manusia 
adalah termaksud haram”.94 
Sedangkan banyak dalil ijma‟ yang menyebut bahwa risywah 
haram secara ijma. Imam al-Qurtubi ketika menafsirkan surat al Maidah 
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42 berkata:
95“Dan tidak ada perbuatan hukum dikalangan para salaf 
bahwa melakukan risywah untuk menolak yang hak atau dalam perkara 
yang dilarang merupakan risywah (suht) yang haram”. 
Didalam kitab Nihayatul Muhtaj Imam ar Romli yang dijuluki 
sebagai „asy Syafi‟i ash shoghir/Imam syaf‟i kecil menjelaskan akan hal 
ini. “Kapan saja seseorang mencurahkan harta untuk berhukum dengan 
yang tidak haq maka ia telah berbuat risywah yang di haramkan secara 
ijma”.96 
Hamd bin Abdurrahman al Junaidil dalaam bukunya juga 
menjelaskan akan haramnya risywah secara ijma‟. “ dan sungguh telah 
bersepakat para sahabah dan tabi‟in begitu juga dengan para ulama umat 
atas haramnya risywah dengan segala bentuknya. Dan telah terdapat 
nash-nash yang menjelaskan tentang implementasi dan interpretasi apa 
yang terdapat dalam Al-qur‟an dan sunnah serta berusaha menjauhinya 
semaksimal mungkin “.97 
Imam Asy-Syaukani dalam Nailul Autar mengutip perkataan Ibnu 
Ruslan tentang kesepakatan haramnya risywah. “ Ibnu Ruslan berkata 
dalam Sahrul Sunan, “ termasuk kemutlakan suap menyuap bagi seorang 
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hakim dan para pekerja yang menggambil sadaqah, itu menerangkan 
keharamanya sesuai Ijma‟ “.98 
Selain berbagai kutipan diatas Ibnu Qudamah dalamkitabnya al-
Mughniy berkata: “Adapun suap-menyuap dalam masalah hukum dan 
pekerjaan (apa saja) maka hukumnya haram tanpa ada selisih pendapat di 
kalangan ulama”.99  
Dari penjelasan hadits dan ayat diatas maka dapat disimpulkan 
bahwa bukan hanya yang memberi suap yang diharamkan tetapi yang 
menerima suap juga diharamkan. Karena tidak mungkin seseorang 
memakan harta hasil dari suap-menyuap, kalo tidak ada yang memberikan 
atau yang menyuap. Dan biasanya dalam hal seperti ini ada pihak yang 
menjadi moderator atau perantara yang bisa memudahkan jalannya suap-
menyuap. Dalam hukum positif sudah terdapat aturan hukuman dan sanksi 
bagi pelaku money politic yang terdapat dalam KUHP maupun Undang-
Undang. Sedangkan di dalam hukum Islam belum ada aturan yang jelas 
mengenai hukuman dan sanksi money politic dalam hukumannya 
diserahkan kepada pemimpim ataupun Imam.  
Menurut Imam Sayuti Farid beliau berpendapat money politic sama 
dengan risywah. Menurut beliau money politic dalam pilkada oleh seorang 
calon pemimpin Kepala Desa, Bupati, Gubernur atau yang lainya itu tidak 
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diperbolehkan apabila pemberian itu disertai dengan perjanjian yang jelas 
antara pemberi dan penerima, yang berkeharusan untuk memilih yang 
memberi atau calon pejabat. Akan tetapi jika pemeberian money politic 
diberikan tidak dengan adanya perjanjian yang jelas maka diperbolehkan 
baik yang memberi ataupun yang menerima.
100
 
Menurut Muh. Muhsin money politic secara bahasa fiqih sama 
dengan risywah. hukum asalnya adalah haram bagi yang menerima suap 
dan yang memberi harta suap. Dalam risywah bentuknya dari kalangan 
tinggi kebawah disebut money polotic. Akan tetapi seiring dengan 
perkembangan hukum, kasus money politic diperbolehkan dan dihukumi 
halal dengan ketentuan-ketentuan yang memenuhi syarat. Sama halnya 
dengan didalam pemilukada seorang calon yang secara adminitrasi sudah 
lolos dalam pencalonan pemilukada dan memberikan uang atau barang 
kepada masyarakat akan tetapi tidak akan mempengaruhi dalam proses 
pemilu maka hal tersebut diperbolehkan.
101
 
Menurut Abid Mufarihin mengenai money politic adalah sama 
dengan risywah secara umum hukum risywah adalah haram. Sedangkan 
dalam kasus pemilu para calon saat ini memberikan sejumlah uang atau 
barang secara tidak langsung untuk mempengaruhi masyarakat dan hal ini 
tidak diperbolehkan (haram). Diperbolehkan memberi barang atau uang 
kepada masyarakat apabila seseorang dari calon tersebut sudah terpilih 
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dalam pemilu dan itu kategori sedekah karena tidak mengharapkan 
imbalan apapun.
102
 
Menurut Maftul Bahrul Ilmi money politic adalah politik uang. 
Yaitu suatu pemberian atau janji menyuap seseorang baik orang itu tidak 
menjalankan haknya untuk memilih ataupun supaya ia menjalankan 
haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum. Pembelian bisa 
dilakukan mengunakan uang atau barang. Menurut ahli politik adalah 
suatu tindakan penyuapan berupa uang atau barang yang ditukar dengan 
posisi atau jabatan yang bertujuan untuk memperoleh suara dari para 
pemilih yaitu masyarakat yang mengikuti pemilu, agar dapat terpilih 
menduduki posisi jabatan yang di inginkan.
103
 
Menurut Syarifan Nurjan money politic disebut dengan istilah 
politik uang maksudnya adalah meraih jabatan tertentu dengan uang yang 
digunakan memaksa atau transaksi perolehan suara. Sistem pemerintahan 
di Indonesia adalah demokrasi dalam memilih pemimpin baik itu eksekutif 
maupun legislatif dengan perolehan suara rakyat yang terbanyak. Pola ini 
seringsering denga money politic dengan tidak memperhatikan 
kemampuan, keahlian, dan kejujuran dalam berpolitik. Sebagaimana yang 
diketahui bahwa unsur-unsur money politic adalah pesta demokrasi. 
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Orang-orang yang dipilih dalam pesta demokrasi dan uang sebagai alat 
untuk mengundang masa deng tidak benar. Dan ini hukumnya haram,
104
 
Bahwa dapat disimpulkan dari penjelasan diatas bahwa politik 
uang dalam pemilukada termaksud perbuatan risywah, merupakan perkara 
yang dilarang dan diharamkan oleh syariat Islam. Perbuatan money politic 
suara pemilukada atau risywah (suap-menyuap), termaksud dalam al-
ghulul atau penggelapan (menggambil sesuatau atau merampas hasil 
perang sebelum dibagi oleh pemimpin). Seperti penjelasan hadist maupun 
dalam nas dan kitab-kitab fiqh klasik tidak ada hukuman secara tegas 
didunia sehinggar ditentukan hukuman ta‟zir.105 Hukum ta‟zir ini 
diserahkan kepada yang berwewenang seperti hakim melalui ijtihad 
berdasarkan besar kecilnya perbuatan yang dilakukan dan dampaknya. 
Dalam sanksi yang dilakukan bagi pelaku risywah, tidak jauh 
berbeda dengan sanksi bagi pelaku ghulul, yaitu hukum ta‟zir sebab 
keduanya tidak termaksud dalam qisas dan hudud. Ta‟zir yaitu kejahatan 
yang tidak diancam dengan qisas-diyat dan tidak pula dengan hudud. 
Dalam ancamannya ditetapkan oleh imam atau penguasa. Dalam beberapa 
hadis politik uang atau risywah yang salah satunya, disebut dengan 
pernyataan “ Allah melaknat penyusup dan penerima suap”. Dalam 
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praktek politik uang ini para pelu yang terlibat dalam risywah 
dikategorikan kedalam dosa besar.
106
 
Berbagai peraturan perundang-undangan yang dibuat untuk 
menaggulangi korupsi di Negara ini sudah jauh lebih baik dan ideal bila 
dibandingkan dengan konsep yang masih merupakan doktrin hukum yang 
terdapat dalam kitab-kitab fiqh. Berbagai peraturan perundang-undangan 
merupakan bentuk konkrit dari konsep takzir yang ditawarkan oleh fiqh 
jinayah, yaitu sebuah sanski hukum yang tidak dijelaskan secara tegas 
mengenai jenis dan teknis serta tatacara pelaksanaanya oleh Al qu‟an dan 
hadits-hadits Rasulullah, melainkan diserahkan kepada pemerintah dan 
hakim setempat.
107
 
B. Persamaan dan Perbedaan Money Politik dalam Hukum Islam dan 
Hukum Positif 
Adapun persamaan dalam prinsipnya money politic (politik uang) 
dan risywah (suap-menyuap) memiliki makna yang sama. Suap atau 
politik uang dalam hukum Islam disebut risywah. Macam-macam risywah 
atau suap-menyuap diantarannya adalah politik uang atau money politic. 
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1) Adapun persamaan ketentuan hukum dari keduannyan ialah:108 
a. Asas legalitas  
Persamaan pertama terletak pada asas legalitas. Dalam hukum 
Islam ataupun hukum positif sama-sama menerapkan asas 
legalitas. Didalam hukum Islam asas legalitas tercantum dalam 
surat Al-Isra ayat:15, yang berbunyi: 
                     
                         
Artinya: “barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah 
(Allah), maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk (keselamatan) 
dirinya sendiri; dan barangsiapa yang sesat maka sesungguhnya 
dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri dan seorang yang 
berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan kami tidak 
akan mengazab sebelum kami mengutus seorang rasul.”(Q.S Al-
Israa‟ ayat 15).109 
Sedangkan menurut hukum Positif asas legalitas ini terdapat pada 
KUHP pasal 1 “Tidak suatu perbuatan boleh dihukum melainkan 
atas ketentuan pidana dalam undang-undang yang ada terdahulu 
dari pada perbuatan itu”.  
b. Ketentuan hukum 
Terkait ketentuan hukum dari hukum Islam maupun hukum 
positif memiliki kesamaan yaitu sama-sama menganggap money 
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polotic atau risywah dalam pemilu itu haram atau dilarang dan 
apabila ada yang melanggarnya akan diancam dengan hukum 
dunia (ta‟zir) maupun diakherat (siksaan). 
Jadi dalam hukum Islam maupun positif ketentuan terhadap 
money politic  atau risywah itu diharamkan atau tidak 
diperbolehkan. Karena merugikan negara dan perekonomian 
terhadap dan pelakunya mendapatkan sanksi dan hukuman atas 
perbuatannya. 
2) Perbedaan yang terdapat pada keduannya yaitu:110 
a. Pembuktian  
Didalam hukum Islam dan hukum positif memiliki kriteria yang 
sama tetapi perbedaanya terdapat pada pelaporan penerima money 
politic, dilaporkan atau tidak maka akan dianggap sebagai 
risywah. Sedangkan dalam hukum positif jika seseorang atau 
pejabat yang melakukan money politic jika tidak dilaporkan maka 
tidak ada sanksi baginya dan jika dilaporkan maka pelaku money 
politic akan dikenakan sanksi sesuai ketentuannya didalam yang 
mengaturnya. 
b. Sanksi Hukum 
Perbedaan dari segi sanksi hukum adalah dimana pada hukum 
Islam memiliki ancaman hukuman yang diberikan oleh Allah 
SWT ketika sudah diakhirat nantinya, juga sanksi moral yaitu 
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perbuatanya kepada masyarakat agar pelaku tidak menggulangi 
perbuatanya karna malu atas perbuatannya tersebut. Sedangkan 
dalam hukum positif ketentuan hukumnya hanya berupa hukuman 
dunia yaitu penjara dan denda. 
Dampak korupsi terhadap perekonomian dan pembangunan 
nasional pada umumnya dipandang negatif. Korupsi dapat menghambat 
pertumbuhan dan pengembangan wiraswasta yang sehat, dan di samping 
itu tenaga profesional kurang atau tidak dimanfaatkan pada hal yang 
potensi bagi pertumbuhan ekonomi.
111
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BAB V 
KESIMPULAN 
A. Kesimpulan  
Dari pemaparan pembahasan diatas, bahwa dapat disimpulkan 
tinjauan hukum pidana Islam tentang money politic pemilukada di 
Indonesia: 
1. Money politic dalam pemilukada di Indonesia sebagai sebuah 
tindakan yang melanggar undang-undang. Bagi pelaku yang 
melanggar dapat dikenakan hukuman. Dalam hukum positif 
ketentuan hukuman money politic berupa hukuman penjara dan 
denda yang telah diatur dalam undang-undang. 
2. Money politic pemilukada di Indonesia menurut hukum pidana 
Islam merupakan jarimah ta‟zir, karena tidak diatur secara jelas 
dalam nas-nas syar‟i, baik al-Qur‟an maupun as-sunnah. Ada 3 
alasan money politic digolongkan sebagai jarimah ta‟zir. Pertama, 
karena money politic merupakan perbuatan dosa atau masiat. 
Kedua, karena money politic merupakan perbuatan membahayakan 
kepentingan umum. Ketiga, karena money politic merupakan 
perbuatan pelanggaran terhadap undang-undang. Sebagai jarimah 
ta‟zir maka hukum dan sanksi merupakan kewenangan pemerintah 
untuk menentukan. 
B. Saran  
1. Bagi para calon Walikota, Bupati, dan Gubernur harus bisa menjadi 
panutan bagi masyarakat, tidak usah menjadikan uang sebagai alat 
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politik untuk menarik simpatik rakyat. Tidak bermain politik uang 
karena itu dapat mencedrai demokrasi yang ada. 
2. Bagi pemerintah pusat maupun daerah harus lebih berkontribusi lagi 
menangani politik uang ini. Mengingat Undang-Undang yang 
digunakan acuan pemilu mendefinisikan politik uang masih bersifat 
umum, maka pihak pemerintah dalam pembuatan Undang-Undang 
money politic perlu ketegasan yang lebih mendetail, sehingga dapat 
menjerat pelakunya kepengadilan dan hukum dengan seberat-
beratnya. 
3. Bagi masyarakat disarankan untuk ikut berpartisipasi dalam 
mengurangi perilaku money politic yang dilakuan oleh para calon. 
Cara yang dapat dilakukan oleh masyarakat yaitu tidak menerima 
pemberian barang atau uang saat ada pemilu dan masyarakat berani 
untuk melaporkan adanya praktek money politic kepada pihak  yang 
berwenang. 
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